
Menimbang: a. 

c. 

Mengingat : 1. 

WALI KOTA GORONTALO 

PROVINSI GORONTALO 

PERATURAN WALI KOTA GORONTALO 

NOMOR 2« TAHUN 2021 

TENTANG 

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALI KOTA GORONTALO, 

bahwa pajak merupakan kontribusi wajib kepada daerab yang 

terutang oleb orang pribadi atau badan yang bersifat memaksf. 

berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkar 

imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluar 

daerab bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat; 

bahwa dalam rangka efektif dan efesien pemungutan pajal: 

daerab, maka perlu diatur tata cara pemungutannya; 

bahwa berdasarkan pertimhiangan sebagaimana dimaksuc 

dalam buruf a dan buruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali 

Kota Gorontalo tentang Tata Gara Pemungutan Pajak Daerab. 

Undang-Undang Nomor 29 Tabun 1959 tentang Pembentukan 

Daerab-daerab Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tabun 1959 Nomor 74, Tambaban 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 

Undang-Undang Nomor 28 Tabun 2009 tentang Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerab (Lembaran Negara Republik Indonesia. 

Tabun 2009 Nomor 130, Tambaban Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5049); 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintabar 

Daerab (Lembaran Negara Liepublik Indonesia. Tabun 2014 

Nomor 244, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia. 

Nomor 5587) sebagaimana telab beberapa kali diubab 
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terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2626 

tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tabun 2020 Nomor 245, Tambaban Lembaran Negmi 

Republik Indonesia Nomor 6573); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tabun 2000 tentang Tata 

Cara Penyitaan dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat 

Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2000 

Nomor 247); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tabun 2011 tentang Ts.tJ. 

Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuban Kewajiban Perpajakjan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2011 Nomor 162, 

Tambaban Lembaran Negara l^epublik Indonesia Nomor 526$); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tabun 2016 tentang 

Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daeriabl 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2016 

Nomor 244, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5950); 

7. Peraturan Daerab Kota Gorontalo Nomor 4 Tabun 20 2C 

tentang Pajak Daerab (Lembaran Daerab Kota Goronhilci 

Tabun 2020 Nomor 4, Tambaban Daerab Kota Goronhilo 

Nomor 226); 

8. Peraturan Wali Kota Gorontalo Nomor 26 Tabun 2016 tentang 

Tata Cara Pemeriksaan Pajak Daerab (Ehrita Daerab 

Kota Gorontalo Tabun 2016 Nomor 26); 

9. Peraturan Wali Kota Nomor 16 Tabun 2019 tentang Tata Cars, 

Pemberian Pengurangan Dan Keringan Bea Perolehan Atlas 

Tanab Dan Bangunan (Berita Daerab Kota Gorontiik 

Tabun 2019 Nomor 16); 

10. Peraturan Wali Kota Nomor 36 Tabun 2019 tentang Ketentuan 

Umum Pajak Daerab (Berita Daerab Kcta Gorontfdc' 

Tabun 2019 Nomor 36); 

11. Peraturan Wali Kota Gorontalo Nomor 41 Tabun 2019 tentao§: 

Konfirmasi Status Wajib Pajak Daerab Dalsm Pemberian 

Layanan Publik Tertentu (Berita Daerab Kota Gorontfilci 

Tabun 2019 Nomor 41); 
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M E M U T U S K A N : 

Menetapkan: P E R A T U R A N WALI K O T A K O T / F G O R O N T A L O T E I N T A N G TAfTŷ  

C A R A P E M U N G U T A N R A J A K DAElP^AH 

B A B I 

K E T E N T U A N U M U M 

Pasal 1 

Diilam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kota Gorontalo. 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Gorontalo. 

3. Wali Kot£L adalah Wali Kota Gorontalo. 

4. Kas Umum. Daerah adalah Kas Umum Pemerintah Kota Gorontalo. 

5. Badan Keuangan, yang selanjutnya disebut BK, adalab Badan K e u a n g ^ 

Kota Gorontalo. 

6. Kepala Eladan Keuangan, yang selanjutnya disebut Kepala BK adaljaEi 

Kepala EJadan Keuangan Kota Gorontalo. 

7. Petugas Eidalab pegawai pada Badan Keuangan yang diberi tugas tertentu 

bidang perpajakan daerab sesuai dengan peraturan perundani^-undangan 

8. Pajak Daerab adalab kontribusi wajib kepada daerab yang terutang ollehi 

Orang Pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasai'kan Undang 

Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan 

digunake.n untuk keperluan daerab bagi sebesar-besamj^a kemakmurjari 

rakyat. 

9. Pajak Hotel adalab pajak atas pelayanan yang disediakan oleb hotel. 

10. Hotel adalab fasilitas penyedia jasa penginapan/ peristirabatan termasbk 

jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel 

losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggraban, rumjaEi 

penginapan dan sejenisnya, serta rumab kos dengan jumlah kamar lebiti 

dari 10 (sicpulub). 

11. Pajak Restoran adalab pajak atas pelayanan yang disediakan oleb restorar 

12. Restoran adalab fasilitas penyedia makanan dan/atau miruman dengan 

dipungut baj^aran, yang mencakup juga rumab makan, kafetaria, kantjin 

warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering. 

di 
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13. Pajak Hiburan adalab pajak atas penyelenggaraan biburan. 

14. Hiburan adalab semua jenis tontonan, peitunjukan, permainan, dan/atjaiji 

keramaien yang dinikmati dengan dipungut ba3^aran. 

15. Pajak Reldame adalab pajak atas penyelenggaraan reklame. 

16. Reklame adalab benda, alat, perbuatan, ahiu media yang bentuk dan coijal^ 

ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkf m 

menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perbatian umum 

terbadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilibat, dibaoa 

didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleb umum. 

17. Pajak Penerangan Ja l an adalab pajak atas penggunaan tenaga listrik, b^il^ 

yang dibasilkan sendiri maupun diperoleb dari sumber lain. 

18. Pajak Parkir adalab pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badlan 

ja lan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaba maupun yang 

disediaktm sebagai suatu usaba, termasuk penyediaan tempat penitipan 

kendaragm bermotor. 

19. Parkir adalab keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang; tidak bersifat 
I 

sementaia. 

20. Pajak Air Tanab adalab pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan iir 

tanab. 

2 1 . Air Tanab adalab air 3^ang terdapat dalam lapisan tanab atau batuan di 

bawab pejrmukaan tanab. 

22. Bea Peroleban Hak atas Tanab dan Bangunan, yang selanjutnya disingkai: 

BPHTB, {idalab pajak atas peroleban bak atas tanab dan/atau: bangunan. 

23. Peroleban Hak atas Tanab dan/atau Bangunan adalab pisrbuatan atau 

peristiwa bukum yang mengakibatkan diperolebnya bale atas tanali 

dan/atau bangunan oleb Orang Pribadi atau Badan. 

24. Hak atas Tanab dan/atau Bangunan adalab bak atas tanab, termasuk bak 

pengelokian, beserta bangunan di atasnya., sebagaimana dimaksud daljim 

undang-undangdi bidang pertanaban dan bangunan. 

25. Subjek Pajak adalab Orang Pribadi atau Badan yang dapat dikenakan pajak. 

26. Wajib Pajak adalab Orang Pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajjik, 

pemotong pajak, dan pemungut pajak,yang mempunyai bak dan kewajiban 

perpajakan sesuai dengan ketentuan jDeraturan perundang-undangan 

perpajakan daerab. 

27. Penanggung Pajak adalab Orang Pribadi ata u Badanyang bertanggung jawab 
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atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan bak dan 

memenuhi kewajiban wajib pajak menurut ketentuan peraturan perpajakan 

daerab. 

28. Badan Eidalab sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan 

kesatuar, baik yang melakukan usaba maupun yang tidak melakukan 

usaba ysng meliputi perseroan terbatas, jaerseroan komanditer, perseroan 

lainya, Badan Usaba Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaba Milik Daerahi 

(BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun firma, kongsi, koperasi, 

dana pensiun, persekutuan, perkumpukm, yayasan, organisasi massa, 

organisasi sosial politik, atau organisasi lainj^a, lembagadan bentuk badir. 

lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaba tetap. 

29. Pemungutan adalab suatu rangkaian kegiatan mulai dari jDengbimpunan 

data objek dan subjek pajak, penentuan besamya pajak yang terutang 
I 

sampai kegiatan penagiban pajak kepada wajib pajak serta pengawasar. 

penyetorannya. 

30. Pajak yang terutang adalab pajak yang barus dibayar pada suatu saat, 

dalam masa pajak, dalam tabun pajak, atau dalam bagian tabun pajsii: 

sesuai dengan ketentuan peraturan p(;rundang-undangan perpajakar. 

daerab. 

3 1 . Masa Pajak adalab jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu 

lain palirig lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi wajib pajalf 

untuk mcengbitung, menyetor, dan melaporkan pajakyang terutang. 

32. Tabun Pajak adalab jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tabu n kalender. 

33. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerab, yang selanjutnya disingkat NPWPD 

adalab nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalfLm 

administ-asi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal c i r . 

atau identitas wajib pajak dan usaba wajib pajak dalam melaksanakan bak: 

dan keweijiban perpajakan daerab. 

3A-. Kartu NPWPD adalab kartu yang diterbitkan oleb BK yang beiisikan NPWPE' 

dan identitas lainnj^a. 

35. Surat Pendaftaran Objek Pajak Daerab, yang selanjutnya disingkat SPOPD 

adalab surat yang digunakan wajib pajak untuk mendaftarkan diri d i r 
I 

melaporkan objek pajak atau usabanya ke BK . 

36. Surat Keterangan Terdaftar, yang selanjutnya disingkat menjadi SKT, adalkh 

surat keterangan yang diterbitkan oleb BK sebagai pemberitabuan bab 
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Wajib Pajak telab terdaftar pada sistem administrasi perpajakan, yang 

berisi NPWPD dan kewajibanperpajakan V/ajib Pajak. 

37. Ekstensil ikasi adalab upaya proaktif yang dilakukan oleb BK dalam rangjka 

pemberian NPWPD. 

38. Pembukuan adalab suatu proses pencatatam yang dilakukan secara teratur 

untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi barta 

kewajiban, modal, pengbasilan dan biaya, serta jumlab barga peroleban dir . 

penyeraban barang atau jasa, yang ditutup dengan menjmsun laporar. 

keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode tabun pajak 

yang bersangkutan. 

39. Bon Penjualan (Bill) adalab bukti transaksi pembayaran dari subjek pajak: 

kepada wajib pajak dan berfungsi juga sebagai bukti pungutan pajjak: 

daerab. 

4C>. Surat Pemberitabuan Pajak Daerab, yang selanjutnya disingkat SPTPD, 

adalab surat yang oleb Wajib Pajak digunakan untuk melaporkar 

pengbitungan dan/atau pembayaran pajak daerab sesuai dengan ketentu ar 

peraturan perundang-undangan perpajakan daerab. 

4 1 . Surat Setoran Pajak Daerab, yang selanjutnya disingkat SSPE', adalab bukti 

pembayaran atau penyetoran pajak yang telab dilakukan dengarj 

menggunakan formuliratau telab dilakukan dengan cara lain ke kas daerkh 

melalui t<5mpat pembayaran yang ditunjuk oleb Wali Kota. 

42. Benda Berbarga adalab barang cetakan yang mempunyai nilai nomiria 

berupa karcis, kupon, atau sejenisnya >ang digunakan sebagai saraia. 

pemungutan pajak daerab dan berfungsi sama dengan tanda bujcti 

pembayaran pajak daerab. 

43;. Surat Pemberitabuan Pajak Terutang, yang selanjutnj^a disingkat SPFT^ 

adalab surat yang digunakan oleb Pemerintab Daerab untuk 

memberitabukan besamya PBB Perkotaan yang terutang kepada wajib 

pajak. 

44. Surat Ketetapan Pajak Daerab, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalkh 

surat ketetapan pajak yang menentukan besamya jumlab pokok pajak yaji§; 

terutang. 

4b. Surat Ketetapan Pajak Daerab Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat 

SKPDKB, adalab surat ketetapan pajak yang menentukan besamya juml ih 
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pokok pfijak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, l:)esamyasankSi| 

administratif, dan jumlab pajak yang masihi barus dibayar. 

46. Surat Ketetapan Pajak Daerab Kurang Bayar Tambaban, yang selanjutiiy^ 

disingkat SKPDKBT, adalab surat ketetapan pajak yang menentuk|aiji 

tambaban atas jumlab pajak yang telab dibhapkan. 

47. Surat Ketetapan Pajak Daerab Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, 

adalab surat ketetapan pajak yang menentukan jumlab pokok pajak sam^ 

besamya dengan pajak tidak terutang dan lidak ada kredit pajak. 

48. Surat Ketetapan Pajak Daerab Lebib Bayar, yang selanjutnya disingkat 

SKPDLB, adalab surat ketetapan pajak yang menentukan jumlab kelebihan 
I 

pembayaran pajak karena jumlab kredit pajak lebib besar dari pada pajal: 

yang terutang atau seharusnya tidak terutang. 

49. Surat Tagiban Pajak Daerab, yang selanjutnya disingkatSTPC', adalab sui-ai; 

untuk melakukan tagiban pajak dan/at£iu sanksi administratif beru|p£. 

bunga dan/atau denda. 

50. Surat Teguran adalab surat yang diterbitkan oleb BK untuk menegur wa iti 

pajak untuk melunasi utang pajaknya. 

51 . Surat Packsa adalab surat perintab mernbayar utang Pajak dan biajyg. 

penagiban pajak. 

52. Surat Keputusan Pembetulan adalab surat keputusan yang membetulkkr 

kesalahan tulis, kesalahan bitung, dan/atau kekeliman dalam penerapar 

ketentuan tertentu dalam peraturan pemndang-undangan perp)ajakan daerah 

yang terdapat dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLjB 

STPD, Su rat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keiberatan. 

53. Surat Ksputusan Keberatan adalab surat keputusan alas keberatkr 

terbadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, at^u 

terbadap pemotongan atau pemungutan oleb pibak ketiga yang diajukan 

oleb wajilD pajak. 

54. Putusan Banding adalab putusan badan peradilan pajak atas banding 

terbadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleb wajib pajak. 

53(. Surat Keputusan Kelebiban Pembayaran Fajak, yang selanjutnya disingkat: 

dengan SKKPP, adalab surat keputusan yang menyatakan jumlab kelebibir 

pembayaran pajak. 

56. Surat Pemberitabuan, yang selanjutnya disingkat dengan SPh, adalab su ja 
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keputusan yang menyatakan jumlah pembayaran pajak sama dengan 

jumlab pajak yang terutang. 

57. Surat Ke^putusan Pemberian Imbalan Bunga, yang selanjutnj'a disinglcat 

SKPIB, adalab surat keputusan yang menetapkan besamya jumlah 

pemberi£in imbalan bunga pajak kepada wajib pajak. 

58. Penelitian adalab serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai 

kelengkapan pengisian surat pemberitabuan dan lampiran-lampiranrya 

termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan pengbitungannya. 

59. Penagiban adalab serangkaian tindakan agar penanggung Pajak melunasi 

utang Pajak dan biaya Penagiban Pajak dengan menegur atau 

memperingatkan, melaksanakan Penagiban seketika dan sekaligus, 

memberitabukan Surat Paksa, mengusullcan pencegaban, melaksanakan 

penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telab disita. 

60. Pemeriksaan adalab serangkaian kegiatan mengbimpundan mengolab data 

keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan 

profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk meng^jJi 

kepatubgin pemenuban kewajiban perpajakan daerab dan/atau untuk 

tujuan kdn dalam rangka melaksanakan ketentuan peratunm perundapg-

undangan perpajakan daerab. 

6 1 . Tempat Pelayanan Pajak Daerab, yang sekmjutnya disingkat TPPD, adalkh 

tempat pelayanan perpajakan daerab yang terintegrasi pada B K untuk 

memberikan pelayanan perpajakan daerab kepada wajib pajak. 

62 . Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerab, j 'ang selanjutnya disebut APBD 

adalab rencana keuangan tabunan pemerintaban daerab yang dibabas dap 

disetujui bersama oleb Pemerintab Daerab dan DPRD, dan ditetapkan 

dengan Peraturan Daerab. 

63 . Surat Perintab Membayar, yang selanjutnya disebut SPM, adalab dokumjgfl 

yang digunakan/diterbitkan oleb pengguna anggaran/ku£isa pengguna 

anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran Dokumleri 

Pelaksanaan Anggaran. 

64 . Surat Perintab Pencairan Dana, yang sel8.njutnya disingkat SP2D, adalah 

dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkpn 

berdasarlcan SPM. 
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BAB I I 

RUANG LINGKUP 

Pasal 2 

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini sebagai iFerikut: 

a. tata cara pendaftaran dan pendataan; 

b. tata cara ]Demu ngu tan; 

c. tata cara jjengembalian kelebiban pembayaran; 

d. tata cara penghapusan piutang pajak; dan 

e. ketentuan Iain-lain. 

Pasal 3 

(1) Jenis paj.ak daerab yang diatur dalam Peraturan Wali Kota ini adalab: 

a. Pajalc Hotel; 

b. Pajak Restoran; 

c. Pajak Hiburan; 

d. Pajalc Reklame; 

e. Pajak Penerangan Ja lan ; 

f. Pajak Parkir; 

g. Pajalc Air Tanab; dan 

b. BPHTB. 

i . Pajak Sarang Burung Walet 

(2) Jenis pajak daerab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang 

dibayar sendiri berdasarkan pengbitungan oleb Wajib Pajak (prinsip set 

assessment) meliputi: 

a. Pajak Hotel; 

b. Paja]< Restoran; 

c. Pajak Hiburan; 

d. Pajak Penerangan Ja lan ; 

e. Pajak Parkir; dan 

f. BPHTB. 

g. Pajak Sarang Burung Walet 

(3) Jenis pajak daerab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dipun^u 

berdasarkan penetapan Wali Kota (prinsip official assessment) meliputi: 

a. Pajak Reklame; dan 

b. Pajak Air Tanab. 
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BAB III 

TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENDATAAN 

Bagian Kesatu 

Tata Cara Pendaftaran Wajib Pajak dan Penerbitan NPWPD 

Pasal 4 

(1) Setiap Wajib Pajak j^ang telab memenubi peryaratan subjeklif dan objehtil' 

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerab, wajib 

mendaftarkan diri dan melaporkan usabanj a ke BK . 

(2) Wajib P£ijak yang telab mendaftarkan diri dan melaporkan usabanjya 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan NPWPD. 

i 
Pasal 5 

(1) Wajib Pajak yang diwajibkan untuk mendaftarkan diri sebagaima:ia 

dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) wajib mengajukan permobonan 

i pendaftaian NPWPD dengan menyampaikan permobonan secara tertulis. 

(2) Permobonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada Siyat (1) barjis 

memenubi persyaratan sebagai berikut: 

i a. satu surat permobonan untuk 1 (satu) Wajib Pajak; 

b. diajukan secara tertulis dalam babasa Indonesia; 

c. diajukan kepada Wali Kota melalui Kepala BK ; 

d. mengisi SPOPD dengan jelas, benar, dan lengkap; 

e. dilampiri dokumen pendukung sebagai berikut: 

1. fotokopi identitas Wajib Pajak, dan fotokopi identitas Kuasa Wajjib 

Pajak dalam bal dikuasakan; 

2. fotokopi dokumen izin kegiatan usaba yang diterbitkan ol^b 

instansi yang berwenang; 

f. surat permobonan ditandatangani oleb Wajib Pajak, dan dalam qal 

surat permobonan ditandatangani oleb bukan Wajib Pajak barqs 

dilampiri dengan Surat Kuasa. 

Pasal 6 

(1) Terbadap permobonan pendaftaran NPWPD sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 5 ayat (1), BK menerbitkan Kartu NPWPD dan SKT paling lambat 

1 (satu) bari kerja setelab permobonan dinyatakan telab diterima secajra 

lengkap. 
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(2) Kartu NPWPD dan SKT disampaikan kepada Wajib Pajak secara langsun 

atau disampaikan melalui pos dengan bukti pengiriman surat, atau jasa 

pengiriman lainnya dengan bukti pengiriman. 

Pasal 7 

(1) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud 

dalam Pa.sal 4 ayat (1) dapat diterbitkan NPWPD secara jabatan. 

(21 Penerbitam NPWPD secara jabatan sebagaiimana dimaksud pada ayat (1 

dilakukan berdasarkan basil Pemeriksaan. 

(31 Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada aj'at (2) dilakukan berdasarkjar. 

data dan informasi perpajakan yang dimiliki dan/atau diperol(?b B K . 

1 Bagian Kedua 

Tata Cara Pendataan dan Ekstensifikasi 

Pasal 8 

I 

(1; B K melaksanakan kegiatan pendataan dan ekstensifikasi pajak daerab 

secara berkala sekurang-kurangnya setiap 3 (tiga) bulan sekali. 

(2) Pendataan dan ekstensifikasi sebagaimana dimaksud piada ayat 1 

dilakukan terbadap Wajib Pajak yang hterdasarkan data yang dimiliki 

: dan/atau diperoleb BK menunjukkan telab memenubi persyaratan subjekti 

dan objektif sesuai dengan ketentuan perundang-undangam perpajak^ 

daerab dan belum mendaftarkan diri untuk diberikam NPWPD. 

Pasal 9 

Pendataan dan ekstensifikasi sebagaimana dimaiksud dalam Pasal 8 ayat (1) 

dilaksanakan dengan cara: 

a. mendatangi Wajib Pajak di lokasi usaba Wajib Pajak; atau 

b. mengirimkan Surat Imbauan kepada Wajib Pajak. 

Pasal 10 

(1) Dalam bal pendataan dan ekstensifikasi dilakukan dengan mendatangi 

(2) 

Wajib Pajak di lokasi usaba Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

9 buruf a, Wajib Pajak mengisi dan menandatangani SPOPD dengan jel^s 

benar, dan lengkap. 

Dalam bal Wajib Pajak tidak melakukan hial sebagaimana dimaksud pada 
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ayat (1) atau tidak dapat ditemui, kepada Wajib Pajak diberikan Su 

Himbauan. 

Pasal 11 

(1) Dalam bal pendataan dan ekstensifikasi dilakukan dengan cqra 

mengirimkan Surat Imbauan sebagaimana dimaksud dalam F'asal 9 buru 

atau Wajib Pajak diberikan Surat Imbauan sebagaimana dimaksud da l im 

Pasal 10 ayat (2), Wajib Pajak barus memberikan tanggapan paling lama 1^ 

(empat belas) bari sejak Surat Himbauan diterima. 

(21 Tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalab Wajib Pajak teljah. 

mendafta.rkan diri untuk memperoleb NPWPD. 

(31 Wajib Pajak yang tidak memberikan tanggajDan sebagaimana ciimaksud pacia 

ayat (2), terbadap Wajib Pajak tersebut dapat diterbitkan NPWPD secara 

jabatan. 

(4) Penerbitan NPWPD secara jabatan sebaga.imana dimaksud pada ayat (3 

dilakukan berdasarkan basil Pemeriksaan. 

Bagian Ketiga 

Tata Cara Pengbapusan NPWPD 
! 
I 

I 
I ' 

Pasal 12 
I 

(1) Pengbapusan NPWPD dilakukan terbadap Wajib Pajak yang sudab tidak 

memenubi persyaratan subjektif dan/atau objektif sesuai dengan ketentu ar 
I 

peraturan perundang-undangan di bidang p»erpajakan daerab. 

(2) Pengbapusan NPWPD sebagaimana dimaksud pada a}'at (1) dajat 

I dilakukan: 

I a. atas permobonan Wajib Pajak atau £ibli warisnya, atau penanggung 

pajalc; atau 

b. secara jabatan. 

(3) Pengbapusan NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) d i l a k u k ^ 

berdasarlcan basil Pemeriksaan. 

Pasal 13 

(1] Permobonan pengbapusan NPWPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

ayat (2) buruf b dilakukan oleb Wajib Pajak dengan menyampaik^ 

permobonan secara tertulis. 
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Permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) baiuu 

memenubi persyaratan sebagai berikut: 

a. satu surat permobonan untuk 1 (satu) Wajib Pajak; 

b. diajukan secara tertulis dalam babasa Indonesia; 

c. diajukan kepada Wali Kota melalui Kepala BK ; 

d. dilampiri Kartu NPWPD dan/atau SKT yang diajukan pengbapusan; 

e. dilampiri dokumen pendukung sebagai berikut: 

1. surat keterangan kematian atau dokumen sejenis dari instaijist 

yang berwenang, untuk Wajib Pajak yang meninggal idunia; 

2. dokumen yang menyatakan babwsi Wajib Pajak telab meninggalkjari 

Indonesia untuk selama-lamanya, untuk Wajib Pajak yang 

meninggalkan Indonesia selama-lamanya; 

3. surat pemyataan mengenai kepemilikan NPWPD ganda dan 

fotokopi semua kartu NPWPD yang dimiliki, untuk Wajih Pajak yajng 

memiliki lebib dari satu NPWPD untuk objek pajak yang sama 

atau 

4. dokumen yang menunjukkan beibwa Wajib Pajak Badan telah 

dibubarkan, seperti akta pembubfiran badan yang telab disabkan 

oleb instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peratur^r 

perundang-undangan, untuk Wajib Pajak Badan. 

f. surat permobonan ditandatangani oleb Wajib Pajak atau abli warisnj^a 

atau penanggung pajak. 

Pasal 14 

Dalam memberikan keputusan atas permolionan pengbapusgm Wajib Pajqk 

yang disampaikan oleb WajibPajak, Kepala BK mempertimbartgkan: 

a. utang pajak; dan 

b. proses bukum atau proses administrasi berupa: 

1. pembetulan; 

2. keberatan; 

3. pengurangan sanksi administrasi, pengurangan atau pembetul^ 

surat ketetapan pajak, pengurangan atau pembetulan STPD; 

4. gugatan; 

5. banding; dan 

6. peninjauan kembali. 
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(2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penerbiian 

Surat K<;putusan Pengbapusan NPWPD atau penerbitan Surat Penolal^aq 

Pengbapusan NPWPD. 

(3) Surat Keiputusan Pengbapusan NPWPD s(^bagaimana dimaksud pada a^aifi 

(2) diterbitkan dalam bal: 

a. Berdasarkan basil Pemeriksaan terdapat rekomendasi pengbapusjaiji 

NPWPD; 

b. tidalc terdapat utang pajak; dan 

c. terdapat utang pajak tetapi: 

1. penagibannya sudab kedaluwarsa; 

2. Wajib Pajak meninggal dunia dengan tidak mening£;alkan warislan 

dan tidak mempunyai abli waris atau abli waris tidak dapat 

ditemukan; atau 

3. Wajib Pajak tidak mempunyai barta kekayaan; 

d. tidak terdapat proses bukum atau proses administrasi sebagaimajngi 

dimgcksud pada ayat (1) buruf b. 

(4) Surat Penolakan Pengbapusan NPWPD sebcLgaimana dimaksud pada ayat 

diterbitkgm dalam bal: 

a. berdasarkan basil Pemeriksaan terdapat rekomendasi untuk tid^k 

melakukan pengbapusanNPWPD; atau 

b. berdasarkan basil Pemeriksaan terd£ipat rekomendasi pengbapus^ 

NPWPD, namun: 

1. terdapat utang pajak; dan/atau 

2. terdapat proses bukum atau proses administrasi sebagaimajia 

dimaksud pada ayat (1) buruf b. 

(5) Penerbitan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat |2) d i l a k u k ^ 

dalam jangka waktu paling lama3 (tiga) bulan yang dibitung sejak tanggal 

permobonan diterima secara lengkap. 

(6) Apabila jangka waktu sebagaimm.na di:maksud pada a}^at (5) tekib 

terlampaui dan BK tidak menerbitkan kejiutusan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2), permobonan Wajib Pajak dianggap dikabulkan dan BK 

menerbitkan Surat Keputusan Pengbapusan NPWPD dalam jangka wak^u 

paling lama 1 (satu) bulan setelab jangka waktu sebagaimjma dimaksud 

pada ayat (5) berakbir. 

(2 
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Pasal 15 

Apabila setelab diterbitkan Surat Penolakan Pengbapusan NPWPD sebagaimqna; 

dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4),diketabui: 

a. Wajib Pajak melunasi utang pajak; 

b. proses bukum atau proses administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

14 ayat (1) buruf b telab selesai ditindaklanjuti sesuai dengan ketentu ap 

peraturanperundang-undangan di bidang perpajakan; dan 

c. Wajib Pajak dapat mengajukan kembali permobonan pengbapusan NPWt>D 

dan permobonan tersebut dianggap sebagai permobonan baru. 

Bagian Keempal: 

Kewajiban Pembukuan dan Pencatatan 

Pasal 16 

(1; Wajib Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, dan Pajjik Parkir yang 

melakukan usaba dengan omzet paling sedikit Rp.300.000.000,00 (tiga 

\ ratus juta rupiab) per tabun, wajib menyelenggarakan pembukuan sesuai 

dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia atau prinsip pembukuan 

yang berlaku secara umum. 

(2) Wajib Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, dan Pajek Parkir ya ig 

melakukan usaba dengan omzet di bawab Rp.300.000.000,00 (tiga ratus 

ju ta rupiab) per tabun, dapat dibebaskan dari kewajiban pembukuan, akan 

tetapi tetap diwajibkan menyelenggarakan p»encatatan nilai peredaran usaba 

yang mer jadi dasar pengbitungan pajak. 

(3) Kewajiban pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan kewa j ib^ 

pencatatEin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku untuk: 

a. Wajib Pajak Restoran dengan objek pajak berupa warung kaki lima; d^n 

b. Wajib Pajak Hiburan yang bersifat insidental. 

Pasal 17 

(1) Pembukuan atau pencatatan barus menctirminkan kegiatan usaba yang 

sebenarnya dengan menggunakan satuan mata uang rupiab. 

(2) Pencatatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) dibuat secara 

teratur setiap bari berdasarkan tanggal, jenis transaksi dan nilai transaksi 

sesuai dengan penggunaan bon penjualan (lull) atau struk/mesin register. 
P15RANGKAT KABAG ASISTBN S E K D A 

HUKUM 
ASISTBN 

t / 



- 16-

(3) Untuk Wajib Pajak Hotel dengan objek pajak berupa rumab kos, pencatatan 

dibuat s€;cara teratur setiap bulan sesuai d(mgan pemakaian kamar. 

(4) Dalam bal Wajib Pajak memberikan diskon atau potongan barga atau nama 

lain yang sejenisnya dari barga jua l yang berlaku, pemberian tersebut wajib 

dicatat dalam pembukuan atau pencatatan atas setiap transalcsi 

pembayaran. 

(5) Pembukuan atau pencatatan sebagaimana dimaksud pade. ayat (1) dan 

dokumeri yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, seperti bor. 

penjualan (bill) atau stru/c/mesin register merupakan dasar pengbitungar 

pajak tej'utang wajib disimpan selama 5 (lima) tabun. 

Pasal 18 

(1) Dalam bal Wajib Pajak tidak mampu menyelenggaraluin pencatatar 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1(3 ayat (2), Wajib Pajak dapa 

mengajukan permobonan untuk dibebaskan dari kewajiban 

menyeler ggarakan pencatatan. 

(2) Permobonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) barus memenqb: 

persyaratan sebagai berikut: 

a. satu surat permobonan untuk 1 (satu) Wajib Pajak; 

b. diajukan secara tertulis dalam babasa Indonesia; 

c. diajukan kepada Wali Kota melalui Kepala BK ; 

d. dilampiri fotokopi Kartu NPWPD; 

e. dikemukakan alasan yang mendukung permobonan; dan 

f. surat permobonan ditandatangani oleb Wajib Pajak, dan dalam bal 

surat permobonan ditandatangani oleb bukan Wajib Pajak barus 

dilampiri dengan Surat Kuasa. 

Pasal19 

(1) Dalam memberikan keputusan atas permobonan pembebasan dari 

kewajiban pencatatan yang disampaikan oleb Wajib Pajak, Kepala ^Kj 

memperti mbangkan: 

a. bentuk usaba yang dijalankan; 

b. kemampuan manajerial dari usaba yang dijalankan; dan 

c. omzfit usaba. 

PERANGKAT 
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(2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penerbitari 

Surat K(;putusan Pembebasan dari Kewaj:;ban Pencatatan atau penerbitan 

Surat PenolakanPembebasan dari Kewajiban Pencatatan. 

(3) Penerbitan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) d i l akuka i 

dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan yang dibitung sejak 

tanggal ptermobonan diterima secara lengkap. 

(4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada siyat (3) t ekh 

terlampaui dan BK tidak menerbitkan keputusan sebagaimana dimaksud 

pada ay£Lt (2), permobonan Wajib Pajak dianggap dikabulkan dan B K 

menerbitkan Surat Keputusan PembebaJian dari Kev/ajiban Pencatatlaif 

dalam jeingka waktu paling lama 1 (satu) bulan setelab jangka waktu 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berakiriir. 

Bagian Kelima 

Kewajiban Penggunaan Bon F'enjualan (Bill) 

Pasal 20 

(1) Wajib Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, dan Pajak Parkir wajib 

menggunakan bon penjualan (bill) untuk setiap transaksi pslayanan yalng 
1 
' menjadi objek pajak daerab. 
i 

(2) Bon penjualan ft^ill) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), barus 

menggambarkan terjadinya transaksi pembayaran atas pelayanan yajig 

menjadi dasar pajak terutang. 

(3) Untuk Wajib Pajak Hiburan yang bersifat insidental dan Wajib Pajak Parkir, 

kewajiban penggunaan bon penjualan (bill) diganti dengan kewajibin 

penggunEian tiket/karcis yang telab dilegalisasi/perforasi oleb BK. 

(4) Kewajiban penggunaan bon penjualan /biZ/̂  sebagaimana dimaksud pa$a 

ayat (1) tidak berlaku untuk: 

a. WajilD Pajak Hotel dengan objek pajak berupa rumab kos; 

b. Wajilo Pajak Restoran dengan objek pajak berupa warung kaki lirjia 

yang pajaknya dipungut dengan benda berbarga; dan 

c. Wajib Pajak yang telab mendapat persetujuan pembebasan 

kewajiban pencatatan. 
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Pasal21 

(1) Bon penjualan (bill) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) bajmq 

dilegalisasi/perforasi oleb BK. 

(2) Bon perjualan (bill) sekurang-kurangnya terdiri dari 3 (tiga) rangkap: 

a. lembar kesatu, untuk Wajib Pajak; 

b. lembar kedua, untuk Subjek Pajak; daji 

c. lembar ketiga, untuk BK. 

(3) Bon penjualan (bill) paling kurang memuat: 

a. nama dan alamat Wajib Pajak; 

b. tanc.a atau logo Wajib Pajak; 

c. seri menurut alpbabet (buruf), yang dibuat secara berurutan dan 

dimulai dari buruf awal "A"; dan 

d. nomor bon penjualan (bill) yang dibufit secara berurutan dimulai darj 

"00001" sampai dengan nomor "99999". 

(4) Legalisasi/perforasi bon penjualan (bill) sebagaimana dimaksud pada aya 

(1) atau tiket/karcis penyelenggaraan biburan yang bersifat insidental dan 

tiket/karcis parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3j 

dilakukan dengan mengajukan permobonan tertulis kepada Kepala B K 

denganmelengkapi persyaratan paling kurang sebagai berikut: 

a. fotokopi Kartu NPWPD; 

b. daft£ir bon penjualan (bill) atfiu tiket/karcis yang akjar 

dilegalisasi/perforasi; dan 

c. membawa bon penjualan (bill) aitau tiket/karcis yang a k ^ 

dilegalisasi/ perforasi. 

Pasal 22 

(1) Untuk mengantisipasi perkembangan teknologi informasi dalam rangka 

mempercepat pelayanan pembayaran, Wajib Pajak dapat: mengajukan 

permobonan untuk dibebaskan dari kewajiban melakukan 

legalisasi/perforasi bon penjualan (bill) sebagaimana dimaksud pada 

Pasal 21 ayat (1). j 

(2) Permobonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) barus memenqbi 

persyaratan sebagai berikut: 

a. satu surat permobonan untuk 1 (satu) iVajib Pajak; 

b. diajukan secara tertulis dalam babasa Indonesia; 

c. diajukan kepada Wali Kota melalui Kepala BK; 
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d. dilampiri fotokopi Kartu NPWPD; 

e. dikemukakan alasan yang mendukung permohonan pembebasan dari 

kewajiban legalisasi/perforasi; 

f. perraobonan diajukan paling lambat 7 (tujub) bari sebelum usdba 

bercperasi atau sebelum penggunaan peralatan komputer atau mesin 

kasiegister. 

g. dilampiri dokumen pendukung sebagai berikut: 

1. Surat pemyataan bermeterai cukup yang menyatakan babwa: 

a) Wajib Pajak tetap menyelenggarakan pembukuan atau 

pencatatan; dan 

b) Wajib Pajak bersedia untuk wajib menyimpan data transaksi 

sekurang- kurangnya 5 (lima) tabun; 

2. Spesifikasi dan sistem atau mesin transaksi pembayaran melipjit 

jenis, tipe, dan tabun pembuatan; dan 

3. Mekanisme kerja Sistem Pengendali Internal, 

b. surat permobonan ditandatangani oleb Wajib Pajak, dan dalam Hal 

surat permobonan ditandatangani oleb bukan Wajib Pajak barus 

dilampiri dengan Surat Kuasa. 

(3) Berdasarkan permobonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala BK 

menerbitlcan Surat Keputusan Pembebasan dari Kewajiban 

Legalisasi/Perforasi Bon Penjualan (Bill) atau penerbitan Surat Penolakaii 

Pembebasan dari Kewajiban Legalisasi/Perforasi Bon Penjualan (Bill). 

(4) Penerbitan keputusan sebagaimana dimalcsud pada aj^at (3) dilakukjin 

dalam jfingka waktu paling lama 1 (satu) bulan yang dibitung sejak 

tanggal permobonan diterima secara lengkap. 

(5) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telab 

terlampaui dan BK tidak menerbitkan keputusan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (3), permobonan Wajib Pajak dianggap dikabulkan dan BK 

menerbitkan Surat Keputusan Pembebasan dari Kewajibjin 

Legalisasi/Perforasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan 

setelab jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berakbir. 

(6) Wajib Pajak yang mendapat pembebasan dari kewajiban legali sasi/perforasi 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diwajibkan membuat rekapitulasi 

transaksi pembayaran dari sistem komputerisasi atau mesin kas regist|er 

, secara urut dan teratur sebagai lampiran pada penyampaian SPTPD. 
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Pasal 23 

(1) Wajib Pajak yang telab diberikan Surat Keputusan Pembebasan diir. 

I Kewajiban Legalisasi/Perforasi Bon Penjualan (Bill) sebagaimana dimaks uc 

dalam Peisal 22 ayat (3), dalam setiap transaksi tetap menggunakan bu|ct 

• transaksi penjualan. 

(2) Wajib Pajak wajib melaporkan adanya k(;rusakan sistem komputer atku 

mesin ti-ansaksi pembayaran apabila terjadi kerusakan atas sistem 

komputei- atau mesin transaksi pembayaran kepada BK dalam jangka waktu 

paling lama 3 (tiga) bari terbitung pada saat terjadinya kerusakan. 

(3) Selama terjadinya kerusakan sistem komputer atau mesin transaljjsi 

pembayaran, Wajib Pajak wajib melaporkan bukti transaksi penjuaLin 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

(4) Apabila Wajib Pajak tidak melaporkan atau terlambat melaporkan, KepHla 

! B K dapat mencabut Surat Keputusan Pembebasan dciri Kewajibqn 
, j 

Legalisasi/ Perforasi Bon Penjualan (Bill) sebagaimana dimaksud dalsm 

Pasal 22 ayat (3). 

(5) Dalam bal surat Iceputusan pemberian pembebasan dicabut sebagaimaiia 

: dimaksud pada ayat (4), maka Wajib Pajak wajib menggunakan bon penjualan 

(bill) yang dilegalisasi/perforasi. 

(6) Terbadap surat pembebasan yang telab dicabut sebagaimsma dimaksilid 

pada ayar (4), dapat diberikan surat pembebasan kembali berdasarkan bajsi 

evaluasi pemenuban kewajiban perpajakan daerab. 

BAB IV 

I TATA CARA PEMUNCUTAN 
1 

] Bagian Kesatu 

I Masa Pajak 

Pasal 24 

(1) Masa Pajjik yang berlaku adalab jangka waldu 1 (satu) bulan kalender. 

(2) Ketentuan Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ber la l^ 

untuk: 

! a. BPHTB; 

b. Pajak Hiburan yang bersifat insidental; 

i c. Pajak Reklame yang bersifat insidental; dan 

d. Pajak Reklame berbentuk papan / billboard / Videotron / megatron yajig 

terpa.sang di lokasi tetap. 
PERANCiKAT 

DAERAH 
KABAG 
HUKUM ASISTEN S E K D A 

/ t 
7 



- 21 -

(31 Masa Pajak untuk Pajak Reklame yang bersifat insidental sebagaimaag. 

I dimaksud pada ayat (2) buruf c ditetapkam sekurang-kurangnya dengar 

jangka waktu 1 (satu) minggu kalender. 

(4) Masa Pajak untuk Pajak Reklame berbentuk papati/ 

I billboard/videotron/megatron yang terpasang di lokasi tetap' sebagaima ig. 

j dimaksud pada ayat (2) buruf d ditetapkan dengan jangka waktu 3 (tiga 

bulan kalender. 

Pasal 25 

Kepala BK da.pat menetapkan Masa Pajak untuk Wajib Pajak dengan jumLib 

pajak yang terutang sampai dengan Rp. 90.000,00 (sembilan pulub ribu rupiab) 

dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan kalender. 

Bagian Kedua 

Tata Cara Penyampaian SPTPD 

Pasal 26 

(1) Setiap Wajib Pajak yang pajaknya dibayar sendiri oleb Wajib Pajak (prinsip 

self assessment) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), wajib 

mengbitung, memperbitungkan, dan midaporkan sendiri pajak yang 

terutang dengan menggunakan SPTPD. 

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk: 

a. Wajib Pajak BPHTB; 
I 

b. Wajib Pajak Restoran dengan objek pajak berupa warung kaki linjia 

yang pajaknj^a dipungut dengan benda berbarga; dan 

^ c. Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, atau Pajak Parkir, dengdn 

Wajib Pajak yang telab mendapat persetujuan pembebasan dsri 
I 

kewajiban pencatatan. 

(3) Wajib Pajak BPHTB mengbitung, memp)erbitungkan, dari melaporkdn 

sendiri pajak yang terutang dengan menggunakan SSPD BPHTB yar|ig 

dipersamakan denganSPTPD. 

Pasal 27 

(1) Penyampfiian SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat ( 

dilakukan paling lama 7 (tujub) bari kalender setelab berakbir masa pajak. 

(2) Apabila batas waktu penyampaian SPTPD jatub pada bari libur, maka batas 

waktu penyampaian SPTPD jatub pada bari kerja berikutnya. 
PERANGKAT 
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Pasal 28 

(1) Untuk k(;perluan penyampaian SPTPD atau SSPDBPHTB, Wajib Pajak dajia 

meminta keterangan secara tertulis kepada BK atau berkonsultasi mela|lui 

petugas pada Tempat Pelayanan Pajak Dgierab mengenai dasar pengenalan 

dan/atau pengbitungan pajak yang terutang. 

(2| Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) barus diberikan dahurt 

jangka waktu paling lama 3 (tiga) bari kerja sejak permintas.n Wajib Pajal: 

diterima dengan mempertimbangkan batas waktu penyampaian SPTPD 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1). 

(3; Jangka v/aktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menunda baljas; 

waktu penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat { .). 

Pasal 29 

(1) SPTPD paling sedikit memuat: 

a. jenis pajak daerab; 

b. nama Wajib Pajak dan NPWPD; 

c. Mas£i Pajak yang bersangkutan; 

d. jumlab Dasar Pengenaan Pajak; 

e. jumlab pajak yang terutang; dan 

f. tanda tangan Wajib Pajak atau kuasa V/ajib Pajak. 

(2) SPTPD P£ijak Hotel selain berisi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

juga memuat data mengenai: 

a. golongan/kelas botel; 

b. tipe dan jumlab kamar yang dimiliki; 

c. tarif kamar; dan 

d. tingkat bunian bulanan. 

(3) SPTPD F'ajak Restoran selain berisi data sebagaimana dimaksud pa(ia 

ayat (1), j uga memuat data mengenai: 

a. jumlab meja makan dan kursi ; 

b. bari dan j am operasi; 

c. keteisediaan layanan pesan an tar; dan 

d. rata-rata jumlab pengunjung barian. 

(4) SPTPD Pajak Hiburan selain berisi data sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), j uga memuat data mengenai: 
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a. jenisi hiburan yang diselenggarakan; 

b. kelas, kapasitas, dan tarif tiket; 

c. bari dan jam operasi; dan 

d. jumlab pertunjukan rata-rata pada bari biasa dan bari litmr. 

(5) SPTPD l^ajak Penerangan Ja lan PLN selain berisi data sebagaimalngi 

dimaksud pada ayat (1), juga memuat data mengenai jumlab pelanggjari 

untuk masing-masing golongan tarif. 

(6i SPTPD Pajak Penerangan Ja lan Non PLN selain berisi data, sebagaimapa 

dimaksud pada ayat (1), juga memuat data mengenai: 

a. jenis dan kapasitas mesin pembangkit listrik yang dimiliki; 

b. tingkat penggunaan mesin pembangkit listrik; dan 

i c. jumlab j am penggunaan; 
] 

!(7] SPTPD Pajak Parkir selain berisi data sebagaimanadimaksud pada ayat (1), 

juga memuat data mengenai: 

j a. tarif dan kapasitas parkir; 

I b. bari dan jam operasi; dan 

j c. rata-rata jumlab parkir barian. 

i 
Pasal 30 

Wajib Pajak barus mengambil sendiri SPTPD atau SSPD BPHTEJ di BK atau 

tempat lain yang ditunjuk, atau mengundufi/melaporkan secara elektropik 

melalui sistem informasi administrasi perpajaka:i daerab. 

Pasal 31 

(1) SPTPD wajib diisi dengan benar, jelas, lengkap dan ditandatangani oljsh 

Wajib Pajak serta disampaikan ke BK . 

(2) Dalam bal SPTPD ditandatangani oleb kuasa Wajib Pajak, SPTPD barbs 

dilampiri dengan surat kuasa kbusus sesuai dengan ketentuan peraturkr 

perundang-undangan di bidang perpajakan 

(3) Penandatanganan SPTPD dilakukan dengan cara: 

a. tanda tangan biasa; atau 

b. tanda tangan stempel. 

(4) Tanda tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) buruf a dan buruf] t 

mempunyai kekuatan bukum yang sama. 

PERANGKAT KABAG 
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Pasal 32 

( I I Penyampaian SPTPD oleh Wajib Pajak ke B K dapat dilakukan: 

a. secara langsung; 

b. melalui pos dengan bukti pengiriman surat; atau 

c. perusabaan jasa ekspedisi atau jasa kurir denganbukti pengiriman 

surat. 

d. Secara online melalui E-Sptpd; 

[2] Penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikimpiri: 

a. Data atau dokumen yang menjadi dasar pengbitungan pajak terutarjig 

dan 

b. SSPD lembar 2 yang telab divalidasi. 

(3) Atas penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) buruf] a 

diberikan bukti penerimaan. 

(4) Bukt i pengiriman surat untuk penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) buruf b dan buruf c dianggap sebagai bukti penerimaqn 

sepanjang SPTPD tersebut lengkap. 

(5) Pengisian SPTPD secara online dilakukan pemeriksaan melalui aplikasi olHh 

BK. 

(5) Tanggal juengiriman surat yang tercantum dalam bukti pengiriman suijat 

! sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dianggap sebagai tanggal penerimajin 

I sepanjang SPTPD tersebut lengkap. 

Pasal 33 

(1) SPTPD dianggap tidak disampaikan apabila: 

a. SPTFD tidak ditanda tangani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

dan 

b. 

c. 

SPTF'D tidak sepenubnya dilampiri keterangan dan/atau dokumen 

seba:gaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2). 

Tidak melakukan penginputan dan pengisian dalam aplikasi E-Spt^d 

Pela3'anan Pajak Kota Gorontalo. 

(2) Dalam btil SPTPD dianggap tidak disampaikan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), kepada Wajib Pajak diberitabuka:n secara tertulis disertai a l a s ^ 

1; 

yang mer dasari dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bari kerja terbitung 

sejak SPTPD tersebut diterima. 
PERANGKAT KABAG 
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Pasal 34 

(1) Wajib Pjijak dapat memperpanjang jangka waktu penyampaian S P T f p 

I sebagairrana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) untuk paling lama 1 (satu 

I bulan sejak batas waktu penyampaian SPTPD, dengan cara menyampaikar 

j pemberitabuan perpanjangan penyampaian SPTPD. 

[2] Pemberitabuan perpanjangan penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksqc 

I pada ayat (1) barus memenubi persyaratan sebagai berikut: 
I 

j a. diajukan secara tertulis dalam babasa I ndonesia; 

I b. diajLikan kepada Kepala BK ; 

c. diajukan sebelum berakbimya batas waktu penyampaian SPTPD; 

d. dikemukakan alasan yang mendukung pengajuan perpanjang^ 

penyampaian SPTPD; 

e. dilampiri dokumen pendukung sebagai berikut: 

1. fotokopi kartu NPWPD atau fotokopi identitas Kuasa Wajib Pajkk 

dalam bal dikuasakan; 

2. pengbitungan sementara pajak terutang yang barus dibayar; dan 

i 3. SSPD bukti pembayaran sebesar j umlab pajak yang barus dibayjar 

'dalam pengbitungan sementara; 

f. surat permobonan ditandatangani oleb Wajib Pajak, dan dalam Ha 

surat permobonan ditandatangani oleb bukan Wajib Pajak barbs 

dilampiri dengan Surat Kuasa. 

(3) Pemberitibuan perpanjangan penyampaian SPTPD yang tidak memenubi 

ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggap bukjin 

merupalam pemberitabuan perpanjangan p<m3'ampaian SPTPD. 

(4) Dalam bal pemberitabuan perpanjangan penyampaian SFPPD dianggap 

tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada a3at (3), kepada 

Wajib Pajak diberitabukan secara tertulis disertai alasan yang mendasiiri 

dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bari kerja terbitung sejak suijat 

pemberit£ibuan tersebut diterima. 

Pasal 35 

(1) Apabila S-PTPD tidak disampaikan dalam jangka waktu penyampaian atau 

batas waktu perpanjangan penyampaian SPPPD, Wajib Pajak dikenai san l si 

administrasi penetapan secara jabatan. 

(2) Pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak 

dilakukan terbadap: 
PIERANGKAT 
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a. Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajgik meninggal dunifi; 

b. Wajib Pajak badan bubar, likuidasi, atau pailit; 

c. Wajib Pajak badan yang tidak melakukan kegiatan us£iba lagi tet£.p 

belum dibubarkan sesuai dengan keten tuan yang berlaku; 

d. Wajib Pajak yang terkena bencana; atau 

e. Wajib Pajak lain. 

(3) Wajib Pajak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (; adalab Waib 

Pajak yang tidak dapat menyampaikan S I T P D dalam jangka waktu yari§ 

telab ditentukan karena: 

a. kerusuban massal; 

b. kebakaran; 

c. ledalmn bom atau aksi terorisme; 

d. kegagalan sistem informasi administrasi perpajakan daerab; atau 

e. keadaan lain berdasarkan pertimbangjm Kepala B K . 

Pasal 36 

(1) Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan SPTPD yang teljih 

disampailcan dengan menyampaikan pemyataan tertulis, dengan syaijat 

Kepala B K belum melakukan tindakan: 

a. penyampaian surat pemberitabuan Pemeriksaan kepada Wajib Pajajk, 

wakil, kuasa, pegawai, atau anggota Iceluarga yang telab dewasa di\h 

Wajib Pajak; atau 

b. penyampaian pemberitabuan Pemeriks£ian Bukt i Permulaan. 

(2) Pemyata£in tertulis dalam pembetulan SPTPD sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dilakukan dengan cara memberi tanda pada tempat 3'ang tekib 

disediakan dalam SPTPD yang menyatakan babwa Wajib Pajak yapg 

bersangkutan membetulkan SPTPD. 

(3) Dalam ha] Wajib Pajak membetulkan sendiri SPTPD yang mengakibatkhn 

utang pajak menjadi lebib besar, kepadanya dikenai sanksi administrgsi 

berupa bunga sebesar 2% (dua persen) pe:- bulan atas jumkib pajak yang 

kurang dibayar, dibitung sejak jatub tempo pembayaran s£impai d e n g ^ 

tanggal p<;mbayaran, dan bagian dari bulan dibitung penub 1 (satu) bulan. 
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Bagian Ketiga 

Tata. Cara Penerbitan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT,SKPDN, d£in SKPDLB 

Pasal 37 

(11 SKPD diterbitkan untuk: 

a. Pajak Reklame dan Pajak Air Tanaib yang dipungut berdasarkkr. 

penetapan Kepala Daerab (prinsip official assessment) sebagaimajnsi 

dimaiksud dalam Pasal 2 ayat (3); 

b. Pajak: Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, atau Pajak Parkir, dengkr 

Wajib Pajak yang telab mendapat persetujuan pembebasan d^r 

kewfijiban pembukuan dan pencatatan, 

(2) SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan, diterbitkan, d^r 

ditandatemgani oleb Kepala BK. 

Pasal 38 

(1) SKPD untuk Pajak Reklame diterbitkan berdasarkan b£isil penel i t i^ 

terbadap Nilai Sewa Reklame yang diperolehi dari: 

a. nilai kontrak reklame dengan pibak ketiga; atau 

b. pengbitungan sendiri nilai sewa reklame dengan memperbatikan faktloi 

jenis dan baban yang digunakan, lokasi penempatan, jangka waktu 

penyelenggaraan, jumlab, dan ukuran media reklame. 

(2) SKPD untuk Pajak Air Tanab diterbitkan berdasarkan basil penelitikn 

terbadap Nilai Peroleban Air Tanab yang dibitung dengan memperbatikan 

faktor jenis sumberair, tujuan pengambilan/pemanfaatan air, dan volurpe 

air yang diambil/ dimanfaatkan. 

Pasal 39 

(1) SKPDKB diterbitkan dalam bal terdapat pajak yang tidak atau kurajig 

dibayar berdasarkan: 

a. basil Pemeriksaan terbadap SPTPD; 

b. basil Pemeriksaan terbadap Wajib F'ajak yang tidak me laksanak^ 

kewajiban mengisi danmenyampaikan SPTPD; atau 
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c. hasil Pemeriksaan Bukt i Permulaan terhadap Wajib Pajak yang karemi 

kealpaannya tidak menyampaikan SPFPD atau menyampaikan SPTPO 

tetajDi isinya tidak benar atau tidfik lengkap, atau melampirkan 

keterangan yang isinya tidak benar sehingga dapat menimbulkjan 

kerugian pada pendapatan daerab. 

(2) Jumlab kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaima|n£L 

dimaksu'i pada ayat (1) buruf a dan buruf c dikenakan sanksi administrqti; 

berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dibitung dari pajak 

yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 

24 (dua pulub empat) bulan dibitung sejak saat terutangnya pajak. 

(3) Jumlab kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) buruf b dikenaka.n sanksi administratif berupa 

kenaikan sebesar 25% (dua pulub lima persen) dari pokok pajak ditambab 

sanksi Etdministratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebular. 
I 

dibitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka wak tij 

paling lama 24 (dua pulub empat) bulan dibitung sejak sa£it terutangnya 

pajak. 

Pasal 40 

( i ; SKPDKBT diterbitkan berdasarkan basil Pemeriksaan atau basi 

Pemeriksaan Ulang terbadap data baru yang mengakibatkan penambabir 

jumlab pajak yangterutang termasuk data yang semula belum terungkap. 

(2] Jumlab kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimaha 

dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa k e n a i k ^ 

sebesar 100% (seratus persen) dari jumlab kekurangan pajak nersebut. 

(3) Dikecualikan dari sanksi administratif berupa kenaikan sebagaimana. 

dimaksud pada ayat (2) j i k a data baru diperoleb berdasarkan keterang^ 

tertulis dari Wajib Pajak atas kehendak sendiri. 

I Pasal 41 
I 

SFiPDN diterbitkan berdasarkan basil Pemeriksaan terbadap SPTPD apabila 

Ijumlab pajak yang seharusnya terutang sama dengan pajak yang telab dibayar. 
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Pasal 42 

(1) SKPDLB diterbitkan berdasarkan basil Pemeriksaan terbadap SPTPD dalam 

bal terdfi.pat jumlab pajak yang dibayar leluib besar daripad£L jumlab pajal: 

yang terutang. 

(2) SKPDLB sebagaimana dimaksud pada a3'at (1) masib dapiat diterbitkan 

apabila terdapat data baru, termasuk dat£i yang semula belum terungkhp> 

apabila ternyata pajak yang lebib dibayar jumlabnya lebib besar daripajda 

kelebiban pembayaran pajak yang telab ditetapkan. 

i Pasal 43 

( i ; SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, atau SKPDLB diterbitkan untuk su^tu 

I Masa Pajak. 

(2) SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, atau SKPDLB sebagaimana dimaksjid 

I pada ayat (1) diterbitkan sesuai dengan Masa Pajak yang dilakukan 

I penelitian, Pemeriksaan, Pemeriksaan Ulang, atau Pemeriksaan Bukti 

i Permulaan. 

Pasal 44 

;(1) SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, atau SKPDLB barus diterbitk^ 

I berdasarkan Nota Pengbitungan. 

(2) Nota Rmgbitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibUat 

berdasarkan laporan basil penelitian, laporan basil Pemeriksaan, laporan 

basil Pemeriksaan Ulang, atau laporan Pemeriksaan Bukt i Permulaan. 

Pasal 45 

(1) Penerbitan SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37ayat (1) dilakukim 

paling lama 7 (tujub) bari kalender setelab tierakbir masa pajak. 

(2) Penerbitan SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat 1 

dilakukan paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal laporan bajsil 

Pemeriksaan, laporan basil Pemeriksaan Ulang, atau laporan Pemeriksaim 

BuktiPermulaan. 

(3) Penerbitan SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat 11) 

dilakukan paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal laporan basil 

Pemeriksaan, atau laporan basil Pemeriksaa.n Ulang. 

PERANGKAT KABAG 
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(4) Penerbit£in SKPDN sebagaimana dimaksiud dalam Pasal 41 dilakuk|ari 

paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal laporan basil Pemeriksaan. 

(51 Penerbitem SKPDLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dilakukkn 

paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal laporan basil penelitian atjar. 

laporan basil Pemeriksaan. 

Pasal 46 

(1) SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, atau SKPDLB barus disampaikkn 

kepada V^ajib Pajak. 

(2) Penyampaian kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada aj^at (1), 

dapat dilakukan: 

a. secara langsung; 

b. melalui pos dengan bukti pengiriman surat; atau 

c. melalui perusabaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bul^ti 

pengiriman surat. 

Pasal 47 

(1) Kepala B K dapat menerbitkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, atfiu 

SKPDLB untuk Masa Pajak sebelum Wajib Pajak diberikan ata.u diterbitkjin 

NPWPD, apabila diperoleb data dan/atau informasi 3'ang menunjukkiin 

adanya k(iwajiban perpajakan yang belum dipenubi oleb Wajib Pajak. 

(2) Kepala BK dapat menerbitkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, atEiu 

, SKPDLB untuk Masa Pajak sebelum dan/atau setelab pengbapus£Ln 

I NPWPD, apabila setelab pengbapusan NFWPD diperoleb data dan/atc.u 

informasi yang menunjukkan adanya kewajiban perpajakan yang belum 

dipenubi oleb Wajib Pajak. 

(3) SKPD, SFPDKB, SKPDKBT, SKPDN, atau SKPDLB sebagaimsma dimaksu d 

pada ayar (1) dan/atau ayat (2) diterbitka:! dalam jangka waktu 5 (lima.) 

tabun setelab saat terutangnya pajak, atau leerakbimya Masa Pajak, kecusb 

terbadap Wajib Pajak dipidana karena mekikukan tindak pidana di bidang 

perpajakan atau tindak pidana lainnya yang dapat mengakibatkankerugian 

pada pendapatan daerab berdasarkan Putusan Pengadilan yang telab 

mempunyai kekuatan bukum tetap. 

(4) SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, atau SKPDLB sebagaimana dimaksud 

I pada ayat (2) diterbitkan dengan terlebib dabulu mengaktifkan kembali 

NPWPD y£ing telab dibapus. 
P E ; R A N G K A T K A B A G 
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Bagian Keempat Tata Cara l^embayaran 

Pasal 48 

( l l Wajib Piijak melakukan pembayaran pajak dengan menyerabkan SSPD 

dan/atau SKPD/SKPDKB/ SKPDKBT/STPD atau menggunakan kc^H 

bayar/billing yang di terbitkan oleb Badan Keuangan yang sudab diis: 

dengan lemgkap ke Bank atau tempat lain yang ditunjuk oleb Wali Kota. 

(2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyesu.aikan dengan 

nominal yang tertera pada S S P D dan/atau S K P D / S K P D K B / S F : P D K B T / S T P D 
I 

atau menggunakan kode bayar/billing yang di terbitkan oleb EiK. 

(3) Bank atau tempat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat 1) 

ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota. 

I Pasal 49 

I Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) tidak berlaku untijik 

Wajib Pajak Sislf Assesment terbadap Kekurangan Bayar berdasarkan SKPDKB. 

Pasal 50 

(1) Pembayaran pajak daerab yang terutang untuk Wajib Pajak 3'ang pajaknya 

dibayar S(;ndiri oleb Wajib Pajak (prinsip self assessment) dikikukan paling 

! lambat 7 (tujub) bari kalender setelab berakliimya masa pajak. 

(2) Pajak daerab yang terutang dalam SKPD, wgjib dilunasi dalam jangka wak^u 

paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan. 

(3) Apabila batas waktu pembayaran jatub pada bari libur makgi batas wakl[u 

pembayaran jatub pada bari kerja berikutnya. 

(4) Apabila pembayaran pajak terutang dilakukan setelab jatub tembo 

pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2), dikenakan 

sanksi administrasi berupa bunga keterlambatan bayar sebesar 2% (dua 

persen) S(;bulan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua pulub empat) 

bulan. 

Pasal 51 

(1) Bank atau tempat lain yang ditunjuk memberikan validasi dan diparaf oldb 

petugas pada lembar SSPD atau dokumen lain yang di persamakan yang di 
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keluarkan oleh Bank atau tempat lain yang di tunjuk seba:?ai bukti teialli 

menerima pembayaran pajak. 

(2) Setelab melakukan validasi dan diparaf oleh petugas, Bank atau tempat laid 

yang ditunjuk menyerabkan atau menggunakan kode bayar/billing yang di 

terbitkan oleb BK atau dokumen lain yang di persamakan yang di keluarkan 

oleb Bank atau tempat lain yang di tunjuk 

(3) Bank atau tempat lain yang ditunjuk wajib melakukan rekapitulasi 

penerimaan barian pajak daerab dan rekonsiliasi internal atas penerimaan 

pajak daerab. 

i 

Pasal 52 

(1) Pembayai-an melalui petugas pemungut dilakukan dengan cara sebagai 

berikut: 

a. WajilD Pajak menyetorkan pembaj^arar. pajak daerab melalui petugas 

pemungut dengan bukti pembayaran bi^rupa benda berbarga. 

b. Petugas pemungut yang menerima setoran pembayaran pajak daerab! 

dari Wajib Pajak menyetorkan ke Bank atau tempat lain yang ditunjijik 

pada bari yang sama melalui bendabara penerimaan BK ; 

' c. Dala.m bal penyetoran ke bank atau tempat lain yang ditunjuk tidhk 

dapat dilakukan pada bari yang sama karena keadaan di luar 

kekuasaannya, petugas pemungut menyetorkan pembayaran pajsik 

daenib dari Wajib Pajak pada bari kerja di kesempatan pertanjia 

berikutnya. 

(2) Petugas Pemungut ditetapkan dengan Keput usan Wali Kota. 

Pasal 53 

Pembaj^aran j:)ajak daerab barus memperbitungkan terlebib dabulu p e l u n a s ^ 

utcmg pajak. 

I Pasal 54 

(1) BK melakukan monitoring terbadap data pembayaran pajak daerab melal l i 

sistem informasi administrasi perpajakan daerab. 

(2) SKPKD raelakukan monitoring pelaksanaan pemungutan jDajak daer4b 

i melalui sistem informasi administrasi perpajakan daerab. 
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Pasal 55 

(1) Bank ak iu tempat lain yang ditunjuk wjijib melimpabkan selurub salldci 

rekening penerimaan pembayaran pajak daerab ke Rekening Kas Umu ir 

Daerab berdasarkan perjanjian kerja sama. 

(2) Bank atau tempat lain yang ditunjuk dan Bank Rekening Kas Umum Daerkh 

mengelugirkan dan menyampaikan nota kredit dan/atau nskening ko r in 

dan/atau lampiran rincian transaksi atas penerimaan pajak daerab per jeni^ 

pajak dae-rab ke BK . 

Pasal 56 

(1) B K melalcukan rekonsiliasi dalam rangka penerimaan pajak daerab ya ig 

terdiri dari: 
i 

a. rekonsiliasi data transaksi; dan 

b. rekonsiliasi penerimaan pajak daerab. 

(2) Rekonsiliasi data transaksi sebagaimana dimaksud pada ay£it (1) buruf 

adalab kegiatan pencocokan data transalcsi dan data wajib pajak ya i g 

tertera da.lam SSPD atau SKPD/SKPDKB/SKPDKBT/STPD dengan data pajia 

sistem informasi administrasi perpajakan daerab. 

(3) Rekonsiliasi data transaksi dilakukan setiap bari pada akhir bari keiHa 

layanan bersangkutan antara B K dengan Bank atau tempat Iain ya:ig 

ditunjuk. 

(4) Apabila terdapat perbedaan data transaksi dim data wajib pajak, BK bersanjia 

Bank atau tempat lain yang ditunjuk menyelesaikan perbeidaan tersebjut 

dan dituangkan dalam berita acara. 

(5) Rekonsiliiisi penerimaan pajak daerab sebagaimana dimaksud pada ayat ^1) 

buruf b adalab kegiatan pencocokan penerimaan pendapatan daerab antara 

nota kredit dan/atau rekening koran dan/;atau lampiran rincian transaksi 

dengan dokumen pembayaran SSPD dan/atau SKPD/SKPDK^/ 

SKPDKBT/STPD. 

(6) Rekonsiliiisi penerimaan pajak daerab dilakukan secara bulanan paliijig 

' lambat tanggal 15 pada bulan berikutnya. 

(7) Apabila bjrdapat perbedaan data penerimaiin pajak daerab dan data wajib 

pajak, BKi bersama Bank atau tempat lain yang ditunjuk. Bank Rekening 

Kas Umum Daerab, dan SKPKD menyeleisaikan perbedaan tersebut dgm 

dituangk£in dalam berita acara. 
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Pasal57 
i 

Diilam hal terjadi gangguan sistem antara Bank atau tempatlain yang ditunjuk 

d£in BK , maka Bank atau tempat lain yang ditunjuk melakulmn pelayanan 
I 

penerimaan pembayaran pajak daerab secara off-line dengan memberikar. 

nomor transaksi bank, dan didaftarkan untuk mendapatkan Nomor Transaks: 

Penerimaan E>aer£ib (NTPD) setelab sistem kembali normal. 

! 

I Bagian Kelima 

i Tata Cara Penerbitan STPD 

Pasal 58 

Kepala BK dapat menerbitkan STPD untuk suatu Masa Pajak dakim bal: 

a. pajak dalam tabun berjalan tidak atau kurang dibayar; 

b. dari basil penelitian SPTPD terdapat kekursmgan pemba^mran pajak seba^a 

akibat salab tulis dan/atau salab bitung; atau 

c. Wajib Pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda dan/at£iu bunga; 

I Pasal 59 
i 

Kepala BK dapat menerbitkan STPD sebagaimana dimaksud dsilam Pasal 58 

setelab men<diti data administrasi perpajakan atau setelab melakukjin 

Peimeriksaan, Pemeriksaan Ulang, atau Pemeriksaan Bukt i Permulaan dalajm 

rangka penerhiitan surat ketetapan pajak. 

Pasal 60 

(1) Jumlab kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 58 buruf a dan buruf b ditambab dengan sanksi 

administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk 

paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak. 

(2) Jumlab kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 58 buruf c termasuk sanksi administrasi berupa: 
I 
I 

a. denda sebesar 50% (lima pulub persen) dari jumlab pajak berdasarkan 

keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telab dibayjir 

sebelummengajukan keberatan, j i ka keberatan Wajib Pajak ditolak atqu 

dikahtulkan sebagian. 
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b. denda sebesar 100% (seratus persen) dari jumlab pajak berdasarl^aiji 

] Putusan Banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telalji 

dibayar sebelum mengajukan kebenitan, j i ka permohonan band:ng 

ditolak atau dikabulkan sebagian. 

Pasal 61 

(1) Kepala E5K dapat menerbitkan STPD untuk Masa Pajak r>ebelum Wajib 

Pajak diberikan atau diterbitkan NPWPD, apabila diperoleb data dan/at at i 

informasi yang menunjukkan adanya kew^ajiban perpajakan yang belt ir 

dipenubi oleb Wajib Pajak. 

(2] Kepala B K dapat menerbitkan STPD untuk Masa Pajak sebelum dan/atau 

setelab pengbapusan NPWPD, apabila setelab pengbapusan NPWPli 

diperoleb data dan/atau informasi yang menunjukkan adanya kewajiban 

perpajakfin yang belum dipenubi oleb Wajib Pajak. 

(3) STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2) diterbitkan 

dalam jangka waktu 5 (lima) tabun setelab saat terutangnya pajak, atjiu 

berakbimya Masa Pajak, kecuali terbadajD Wajib Pajak dipiidana karena 

melakukam tindak pidana di bidang perpajakan atau tindak pidana lainnya^ 

yang dapat mengakibatkankerugian pada pendapatan daerab berdasarkjin 

Putusan l^engadilan yang telab mempunyai kekuatan bukum tetap. 

(4) STPD sebagaimmna dimaksud pada ayat (2) diterbitkan dengan terlebib 

dabulu mengaktifkan kembali NPWPD yang telab dibapus. 

Bagian Keenam 

Tatii Cara Pemberian Angsuran atau Penundaan Pembayai-an 

Pasal 62 

Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan k(?pada Wali Kota melalui Kepa 

BK untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak yang terutang, da lan 

baj: WajibPajak mengalami kesulitan likuiditas sitau mengalami keadaan di lujtr 

kekuasaannya sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenubi kewajiban pajik: 

pada waktunya. 

Pasal 63 

(1) Permobonan pemberian angsuran atau penundaan pembayaran 

sebagaim£ma dimaksud dalam Pasal 62 diajukan dengan persyarata|n 

sebagai bcirikut: 
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a. diajukan dengan surat permohonan secara tertulis dalam bahajsgL 

Indonesia; 

b. satu surat permobonan untuk 1 (satu) SPTPD, SKPD, S K P D l ^ 

SKPDKBT, atau STPD; 

c. diajukan kepada Wali Kota melalui Kepala B K ; 

d. diajulcan selambat-lambatnyn 9 (sembilan) bari kalender sebeliiir 

tanggal jatub tempo pembayaran, kecuali apabila Wajib Pajak at iu 

kuasianya dapat menunjukkan babwa batas waktu pengajuan tersequf 

tidak dapat dipenubi karena keadaan di luar kekuasaannya; 

e. tidak memiliki utang pajak untuk tabun-tabun sebelumnya; 

f. dikemukakan alasan yang mendukung pengajuan permoh onan; 

g. dilampiri fotokopi SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD y a ^ 

dimcbonkan untuk diangsur atau ditunda pembayarannya; 

b. disertai dengan pengbitungan: 

1) Jumlab pembayaran pajak yang dimobon untuk d:nngsur, majsa 

angsuran, dan besarnya angsuran; atau 

2) jumlab pembayaran pajak yang dimobon untuk ditunda d^n 

jangka waktu penundaan; 

i . dilampiri dokumen pendukung sebagai berikut: 

1) fotokopi NPWPD; 

2) :fotokopi identitas Wajib Pajak, dan fotokopi identitas Kuasa Wajib 

Pajak dalam bal dikuasakan; 

j . sural: permobonan ditandatangani oleb Wajib Pajak, dan dalam bjal 

sural: permobonan ditandatangani oJeb bukan Wajib Pajak barus 

dilampiri dengan Surat Kuasa. 

(2) Permobonan pemberian angsuran atau penundaan pembayaran pajak ysijig 

tidak mijmenubi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 

dianggap bukan sebagai permobonan pemberian angsuran atjiu penundaan 

pembayaran pajak sehingga tidak dapat dipertimbangkan dan kepada Wajib 

Pajak at£iu kuasanya diberitabukan secara tertulis disertai alasan yang 

mendasari dalam jangka waktu paling Lima 5 (lima) bari L^rja terbitung 

sejak permobonan tersebut diterima. 
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Pasal 64 

(1) Wajib Pajak yang mengajukan permobonan sebagaimana dimaksud daljm|i 

Pasal 63 aj^at (1) barus memberikan jaminan yang besamya ditetapkan 

berdasarkan pertimbangan Kepala BK, kecuali apabiki Kepala BK 

menganggap tidak perlu. 

(21 Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa garansi bank 

surat/dokumen bukti kepemilikan barang bergerak, penanggungan utang 

oleb pibak ketiga, sertifikat tanab, atau sertifikat deposito. 

I 
I 

Pasal 65 

(1) Setelab mempertimbangkan alasan dan bukti pendukung yang dia jukir 

oleb Wajib Pajak dalam permobonan sebaga.imana dimaksud cialam Pasal 63 

; ayat (1), Kepala BK menerbitkan keputusan dalam jangka waktu 7 (tujubj 

bari kerjgi setelab tanggal diterimanya permobonan. 

(2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: 

a. menyetujui jumlab angsuran pajak dan/atau masa angsuran at^u 

lamanya penundaan sesuai dengan permobonan Wajib Pajak; 

b. menyetujui sebagian jumlab angsuran pajak dan/atau masa a n g s u r ^ 

atau lamanya penundaan yang dimobcnkan Wajib Pajak; atau 

c. menolak permobonan Wajib Pajak. 

(3) Apabila jfingka waktu 7 (tujub) bari kerja S(ibagaimana dimaksud pada aylat 

(1) telab terlampaui dan Kepala BK tidak menerbitkan suatu keputusan, 

permobonan disetujui sesuai dengan permobonan WajibPajak, maka Surat 

Keputusan Persetujuan Angsuran Pembayar an Pajak atau Surat Keputusjin 

Persetujuan Penundaan Pembayaran Pajak barus diterbitkan paling lama i 

(lima) bari kerja setelab jangka waktu 7 (tujub) bari kerja tersebut berakbir. 

(4) Terbadap utang pajak yang telab diterbitkan surat keputusan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) tidak dapat lagi diajukan permobonan untuk 

mengangsur atau menunda pembayaran. 

Pasal 66 

(1) Dalam bal permobonan Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda 
1 

pembayaran pajak belum diterbitkan suatu keputusan, dan kepada Wajlb 

Pajak dimaksud diterbitkan surat ketetapan/keputusan/putusan yang 

mengakibatkan kelebiban pembayaran pajak dan/atau pemberian imbalsn 
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bunga, kelebiban pembayaran pajak dan/atau pemberian imbalan bungji 

tersebut terlebib dabulu barus diperliitungkan dengan kekurangan 

pembayaran pajak. 

(2) Dalam hial besarnya kelebiban pembayaran pajak dan/atau pemberian 

imbalan bunga tidak mencukupi untuk melunasi utang pajak yang; 

diajukan permobonan pengangsuran atau penundaan, jumlab utang pajak 

yang dipiertimbangkan untuk diberikan keputusan pengangsuran atau 

keputusan penundaan adalab jumlab utang pajak setelab dikurangi dengan 

kelebiban pembayaran pajak dan/atau pemberian imbalan bunga 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

Pasal 67 

(1) Angsuran atas utang pajak dapat diberikan paling lama 12 (dua bekis) 

bulan sejak diterbitkannya Surat Keputusan Persetujuan Angsuran 

I Pembayai-an Pajak dengan angsuran paling^ banyak 1 (satu) kali dalam 1 

(satu) bulan, untuk permobonan angsuran atas utang pajak berupa p a j ^ 

yang masib barus dibayar. 

(2) Penundaan atas utang pajak dapat diberikan paling lama 12 (dua belhs) 

bulan sejak diterbitkannya Surat Keputusan Persetujuan Penundaim 

Pembayaran Pajak untuk permobonan penundaan atas utang pajak berupa 

pajak yar.g masib barus dibayar. 

(3) Jangka waktu angsuran atau penundaan pembayaran pajak diberikan 

dengan mempertimbangkan berakbimya tabun anggaran. 

Pasal 68 

(1) Besamya pembayaran angsuran atas utang pajak sebagaim£ina dimaksud 

dalam Pasal 67 ayat (1) ditetapkan dalam jumlab utang pajak yang sama 

besar untuk setiap angsuran. 

(2) Besarnya pelunasan atas penundaan utang pajak sebagaimema dimaksijid 

dalam Pa.sal 67 ayat (2) ditetapkan sejumlab utang pajak yang ditunda 

pelunasannya. 

(3) Terbadap angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau penundaein 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikemakan bunga sebesar 2% (dua 

persen) sebulan. 

(4) Bunga 3'ang timbul sebagaimana dimaksud pada a3^at (3) dibitung 

berdasarkan saldo utang pajak. 
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(5) Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditagib dengan menerbitkaA 

STPD pada setiap tanggal jatub tempo angsuran, jatub temjDo penundaan, 

atau pada tanggal pembayaran. 

(6) Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diken£ikan terbac^ai^ 

angsuran atau penundaan atas pembayaran STPD. 

I 

Pasal 69 
I 
I 

(1) Dalam bal permobonan Wajib Pajak untuk mengangsur gitau menunda 

pembayaran pajak sudab diterbitkan suatu keputusan, dan kepada Waljib 

Pajak dimaksud diterbitkan surat ketetapan/keputusan/putusan yang 

mengakiliatkan kelebiban pembayaran pajak dan/atau pemhierian imbalan 

bunga, kelebiban pembayaran pajak dan/atau pemberian imbalan bunjgg. 

tersebut terlebib dabulu barus diperbitungkan dengan sis£i utang pajak 

yang belu m diangsur atau yang ditundapembayarannya 

(2) Dalam bal besamya kelebiban pembayaran pajak dan/abiu pemberijin 

imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebib kecil daripadaj 

utang pajak yang belum diangsur, besarnygi angsuran dari sisia utang pajak 

ditetapkan kembali dengan ketentuan: 

a. jumlab pokok dan bunga setiap angsuran tidak lebib dari jumlab setiap 

angsuran yang telab disetujui; dan 

b. mas£L angsuran paling lama sama dengan sisa masa angsuran yang 

telab disepakati. 

(3) Penetapan kembali besarnya angsuran dan/atau masa a n g s u r ^ 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan prosedur: 

a. Kepala B K memberitabukan secara tertulis kepada Wajib Pajak tentahg 

perubaban saldo utang pajak serta permintaan usulan perubabfin 

angsuran; 

b. Wajib Pajak barus menyampaikan secara tertulis usukin perubabhn 

angsuran paling lama 5 (lima) bari kerja sejak tanggal diterima s u n t 

pemt»eritabuan; 

c. Kepala B K menerbitkan keputusan persetujuan angsuran pembayardn 

pajaL: yang juga berfungsi sebagai pembatalan keputusan persetuju£.n 

angsuran pembayaran pajak sebelumnya berdasarkan surat usulan 

yangdisampaikan oleb Wajib Pajak paling lama 5 (lima) bari. 
PF.RANGKAT KABAG 

HUKUM ASISTEN S E K D A 

t ^P f 



- 4 0 -

u 

(4) Dalam hal sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud p, 

ayat (3) buruf b Kepala B K tidak menerima usulan perubeiban angsuran 

dari Wajib Pajak, Kepala B K menerbitkan keputusan persetujuan angsuran 

pembayaran pajak dengan: 

a. nilai angsuran adalab sebesar sisa utang pajak dibagi dengan sisa me.s^ 

angsuran; dan 
i 

b. masa angsuran adalab sisa masa angsuran 3'ang telab disetu 

sebelumnya. 

(5) Keputussm persetujuan angsuran pembayaran pajak sebagaimana. 

dimaksud pada ayat (4) berfungsi sebagai pembatalan atas keputusar 

persetujuan angsuran pembayaran pajak sebelumnya. 

(6) Dalam bal besarnya kelebiban pembayaran pajak dan/atau pemberian 

imbalan bunga tidak mencukupi untuk melunasi utang pajak yang ditunda, 

' wajib Pajak tetap berbak melunasi sisa ulang pajak tersebut paling l a r i a 

sesuai dengan jangka waktu penundaan. 

Bagian Ketujub 

Tata Cara Penyelenggaraan Penatausahaan dan Pelaporan Penerimaan 

Pasal 70 

BK wajib melakukan pen3'elenggaraan penatausahaan dan pelapiDran terbadap 

selurub peneidmaan dan penyetoran atas penerimaan pajak daerafi. 

Pasal 71 

(1) Penyelenggaraan penatausahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 

dilaksanakan sesuai dengan Kebijakan .\kuntansi yang iDcrlaku paqa 

Pemerintab Kota Corontalo. 

(2) Penataus£ibaan sebagaimana dimaksud pada ayat (l)diselen,ggarakan ol^b 

bendabara penerimaan pada B K . 

Pasal 72 

(1) Penyelenggaraan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 

dilaksanakan dengan menyusun: 

a. buku laporan realisasi penerimaan pajalc daerab; dan 

b. buku laporan tunggakan pajak daerab. 

0 
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(2) Laporan atas penerimaan pajak daerah sebagaimana dimal<;sud pada ajyat 

(1) diselenggarakan sebagai laporan bulanan, laporan triwukin, dan lapoj-ap 

tabunan. 

Bagian Kedelapan 

Tata Cara Penagih an 

Pasal 73 

(1) Wali Kota menunjuk Kepala BK untuk melakukan penagiban pajak daerali. 

(2) Penagiban pajak daerab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukar^ 

terbadap pajak yang terutang dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STfjD 

Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusai| 

Banding/'Peninjauan Kembali yang tidak atau kurang dibayar setelab 
i 

tanggal jatub tempo pembayaran. 

Pasal 74 

(11 Penagiban pajak daerab sebagaimana dimaksud dalam Pa.sal 7.3 ayat (1) 

dilakukan dengan terlebib dabulu memberikan surat teguran atau suijat 

peringatan atau surat lain yang sejenis dari Kepala BK. 

(2) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling kurang memuat: 

a. nama Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak; 

b. besaimya utang pajak; 

c. perintab untuk membayar; dan 

d. jangka waktu pelunasan utang pajak. 

(3) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenjis 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Wajib Pajak abiu 

Penanggung Pajak paling lama 7 (tujub) hari setelab berakbimya tanggal 

jatub tempo pembayaran yang tercantum dalamSKPD, SKPDFIB, SKPDKBT, 

STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Su:-at Keputusan Keberatan, d£n 

Putusan Banding/Peninjauan Kembali. 

(4) Surat Teguran disampaikan kepada Wajib Pajak atau Penanggung Pajak 

secara laigsung atau disampaikan melalui pos dengan bukti pengirimqn 

surat, atau j asa pengiriman lainnya dengan bukti pengiriman. 
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Pasal 75 

(1) Kepala BK menerbitkan Surat Teguran Kedua apabila Wajib Pajak at i t 

Penanggung Pajak belum memenubi kewajiban pajak 3'ang terutang sampa: 

dengan tanggal jatub tempo pembayaran yang tercantum pada Suija 

Teguran Kedua berakbir. 

(2) Surat Teiguran Kedua barus disampaikan kepada Wajib Pajak atku 

Penanggung Pajak secara langsung dengan disertai upaya Penagibpr 

Seketika dan Sekaligus. 

Pasal 76 

(1) Kepala BK menerbitkan Surat Teguran Kletiga apabila upaya Penagiban 
I 

Seketika dan Sekaligus tidak membuabkan basil dan tanggaJ jatub tem^o 

pemba3'ai-an yang tercantum pada Surat Teguran Kedua telab berakbir. 

(2) Surat Teguran Ketiga barus disampaikan kepada Wajih) Pajak atku 

Penanggung Pajak secara langsung dengan disertai kembali upaya 

Penagiban Seketika dan Sekaligus dan pemasangan stiker peringat^, 

spanduk peringatan, papan peringatan, atau sejenisnya. 

Pasal 77 

(1) Apabila Wajib Pajak belum memenubi kewajiban pajak j 'ang terutang 

setelab disampaikan Surat Teguran, Surat Teguran Kedua, dan Suiat 

Teguran Ketiga, maka penagiban pajak ditindak lanjuti dengan Surat P a k s i 

(2) Surat Paksa diterbitkan setelab lewat waktu 21 (dua pulub satu) bari kei[ja 

sejak tanj^gal disampaikan Surat Teguran Kijtiga. 

Pasal 78 

Penagiban Seketika dan Sekaligus dan penagiban pajak dengan Surat Paksa 

dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan p(?rundang-undangan. 

Pasal 79 
I 

(1) Dalam rangka pelaksanaan penagiban pajak sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 73 ayat (1), Kepala B K dapat meminta bantuan kepada aparat peneg^ 

bukum terkait sebelum diterbitkannya Surat Paksa. 
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!) Pelaksanaan penagihan melalui bantuan aparat penegak hukum terkai 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (dilakukan dengan surat kuasa 

kbusus dari Kepala BK. 

11 Tata cara pelaksanaan penagiban dengan bantuan penegak bukum terkait 

didasarkan pada Perjanjian Kerja Sama Penagiban Pajak IDaerab antara 

Kepala BK atas nama Wali Kota dengari Pibak Aparat Penegak Hukqnj 

terkait. 

Pasal 80 

) Daerab mempunj'ai bak mendabulu untuk tagiban pajak atas bararg-

barang n ilik Wajib Pajak atau Wajib Pajak dan Penanggung P£ijak. 

:) Ketentuan bak mendabulu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mel ip i t 

pokok pajak, sanksi administrasi berupa kenaikan, bunga, denda dan biajya 

penagiban pajak. 

i) Hak mendabulu untuk tagiban pajak melebibi segala bak mendabulu 

lainnya, kecuali : 

a. biayji perkara yang semata-mata disebabkan suatu pengbukumiin 

untuk melelang suatu barang bergerak dan/atau barang tidak 

bergerak; 

b. bia3'£L 3'ang dikeluarkan untuk men3'elamatkan barang dimaksud; atau 

c. biayEL perkara, yang semata-mata disebabkan pelelangan. 

) Hak mendabulu itu bilang setelab melarripaui waktu 5 (lima) tabun sejak 

tanggal diterbitkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD dan Surat Keputusjin 

Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Bimding, yang 

menyebabkan jumlab pajak yang barus dibayar bertambab, kecuali apabila 

dalam jangka waktu 5 (lima) tabun tersebut, Surat Paksa diberitabukjin 

secara resmi atau diberikan penundaan pembayaran. 

i) Pengbitungan jangka waktu bak mendabulu ditetapkansebagai berikut: 

a. dalam bal Surat Paksa untuk membayar diberitabukan secara resijni 

mak£i jangka waktu 5 (lima) tabun sebagaimana dimaksud papa 

ayat (4) dibitung sejak pemberitabuan Siurat Paksa;atau 

b. dalam bal diberikan penundaan pembayaran atau persetujujin 
I 

angsuran pembayaran maka jangka waktu 5 (lima) tsJiun tersebut 

dibitung sejak batas akbir penundaan diberikan. 
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Bagian Kesembilim 

Tata Cara Penyelesaian Keberat an dan Banding 

Pasal 81 

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Wali Kota melalui BK at^si 

suatu: 

a. SKPD; 

b. SKPDKB; 

c. SKPDKBT; 

d. SKPDLB; 

e. SKPDN; dan 

f. pemotongan atau pemungutan oleb pih.ak ketigaberdasarkan ketentuan 

peraturan perundang- undangan perpajakan daerab. 

(2) Wajib Pajak banya dapat mengajukan keberatan sebagaimuina dimaksilid 

pada ayat (1) terbadap materi atau isi dari surat ketetapan pajak (jumlab 

besamya pajak yang terutang) atau bjrbadap materi atau isi djiri 

pemotongan atau pemungutan pajak. 

(3) Dalam b£il terdapat alasan keberatan selain mengenai materi atau isi dfiri 

I surat ketetapan pajak atau pemotongan atau pemungutan pajak, alasan 

tersebut lidak dipertimbangkan dalam penyelesaian keberatan. 

Pasal 82 

(1) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) barjis 

memenubi persyaratan sebagai berikut: 

a. satu surat keberatan untuk 1 (satu) surat ketetapan pajak, untuk 1 

(satu) pemotongan pajak,atau untuk 1 (satu) pemungutan pajak; 

b. diajukan secara tertulis dalam babasa Indonesia; 

c. diajukan kepada Wali Kota melalui Kepala BK ; 

d. diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal surjat 

ketetapan pajak atau tanggal pemotong;an atau pemungutan pajak oleb 

pibak ketiga, kecuali Wajib Pajak dapat menunjukkan babwa waktu 

tersebut tidak dapat dipenubi karena keadaan di luar kekuasaannya; 
j 

e. dikeraukakan jumlab pajak yang terutang atau jumlal i pajak yang 

dipotong atau dipungut menurut pengbitungan Wajib Pajak disertai I 

dengan alasan yang mendukung; 
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f. dilampiri asli surat ketetapan pajak atau bukti pemotongan al|ai|i 

pemungutan oleb pibak ketiga yang dkijukan Keberatan; 

g. dilampiri dokumen pendukung sebagai berikut: 

1. fotokopi identitas Wajib Pajak, dan fotokopi identitas Kuasa Wa|jili) 

Pajak dalam bal dikuasakan; 

2. fotokopi SSPD untuk pembayaran sejumlab yang telab disetujui 

Wajib Pajak berdasarkan pengliitungan pajak yang terutan|; 

menurut Wajib Pajak; 

3. foto kopi akta pendirian/perubaban dalam bal Wajilt Pajak berupa 

Badan; 

4. susunan direksi/struktur organisEisi dalam balWajit' Pajak berupa 

Badan; 

5. fotokopi bukti pendukung lainnya; 

b. sura!; permobonan ditandatangani oleb Wajib Pajak, dan dalam fcjal 

surat permobonan ditandatangani oleb bukan Wajib Pajak b a n s 

dilampiri dengan Surat Kuasa. 

) Tanggal penerimaan Surat Keberatan yang telab dinyatakan lengkap 

menjadi dasar untuk memproses penyelesaian keberatan. 

) Dalam bs l Surat Keberatan disampaikan melalui pos atau pe;rusabaan j asa 

ekspedisi atau jasa kurir, tanggal pengiriman surat dalam bukti pengirimfin 

surat dianggap sebagai tanggal penerimaan sepanjang Surat KeberatEin 

dinyatakan lengkap. 

I 
Pasal 83 

) Pengajuan Keberatan yang tidak memenubi persyaratan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) diang,gap bukan sebag;ai pengajugn 

Keberatan sebingga tidak dapat dipertimbangkan dan kepada Wajib Pajak 

atau Kuasanya diberitabukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari 

dalam jangka waktu paling lama 20 (dua pulub) bari kerja dibitung sejak 

tanggal ptmerimaan Surat Keberatan. 

I) Dalam bal pengajuan Keberatan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimar a 

dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak masih dapat mengajukan Keberatan 

kembali sepanjang memenubi jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 82 ayat (1) buruf d. 
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ah 

Pasal 84 

(1) Untuk Iceperluan pengajuan keberatan, Wajib Pajak dapat meminta 

keterangan secara tertulis mengenai dasar pengenaan dan/atau 

pengbitungan pajak yang terutang kepada BK . 

(2) Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) barus diberikan dalinji 

jangka waktu paling lama 10 (sepulub) bjiri kerja sejak surat perminta 

Wajib Pajak diterima. 

(3) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mimunda jangkji 

waktu pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Peisal 82 ayat (1 

buruf d. 

i Pasal 85 

Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar pajak dkr 

pelaksanaan penagiban pajak sesuai dengan ketentuan peratunm perundapg-

undangan. 

Pasal 86 

(1) Terbadapi permobonan keberatan yang memenubi persyaratan sebagaima ia 

dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1), Tim Penyelesaian Keberatan melakukan 
i 

penyelescdan permobonan keberatan. 

(2) Tim Penyelesaian Keberatan dibentuk oleb Kepala BK atas nama Wali Koth. 

(3) Tim Penyelesaian Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bertugas 

memberi baban pertimbangan dalam pengambilan keputusan oleb Keppla 

B K . 

Pasal 87 

(1) Dalam. melakukan penyelesaian keberatan sebagaimana dimaksud dalajm 

Pasal 86 ayat (1), Tim Penyelesaian Keberatem dapat: 

a. meminjam dokumen tambaban dari Wgijib Pajak yang berkaitan d e n g ^ 

materi Keberatan; 

b. meminta keterangan atau penjelasan tambaban dari Wajib Pajak yajig 

berkaitan dengan materi Keberatan; 

c. meminta keterangan atau bukti terkait dengan maPsri Keberatan 

kepada pibak ketiga yang mempunyai hiubungan dengan Wajib Pajak; 
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d. meminta dilakukannya penelitian kantor atau lapangan untuk mengnj: 

data objek dan administrasi Wajib Pajak; 

' e. meminta dilakukannya Pemeriksaan untuk tujuan lain dalam ba 

peng;ajuan Keberatan terbadap SKPD atau Keberatan terbadap > 

pemiDtongan atau pemungutan oleb pibak ketiga; 

f. mengundang Wajib Pajak dan/atau petugas peneliti atau Petugas^ 

Pemeriksa Pajak yang melakukan pene.itian atau Pemeriksaan. 

(2) Wajib Pajak barus memenubi peminjaman dokumen tambabqr] 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) buruf a dan/atau permintaan 

keterang£in atau penjelasan tambaban sebagaimana dimaksud pada ayat 1] 

buruf b paling lama 15 (lima belas) bari kerja setelab tanggal suijat 

permintaan peminjaman dan/atau surat permintaan keterangan dikirim. 

(3) Dalam bal Wajib Pajak tidak memenubi sebagian atau selurubnk^a 

permintaim peminjaman dokumen tambaban dan/atau permintaaH 

IS 

keterangfm atau penjelasan tambaban sebagaimana dimaksud pada ayat 

i (2), Keberatan tetap diproses sesuai dengan data yang ada atau yapg 

diterima. 

(4) Wajib Pajak dapat menyampaikan alasan tambaban atau penjelasan tertu 

untuk melengkapi dan/atau memperjelas Surat Keberatan yang telib 

disampailcan baik atas kebendak Wajib Pajak yang bersangkutan maupun 

dalam rangka memenubi permintaan B K s€;bagaimana dimaksud pada a>'|at 

(1) buruf b, sebelum B K menyampaikan Surat Pemberitabuan Untuk Hadiir. 

(5) Penyampaian Surat Pemberitabuan UntuL: Hadir sebagaimema dimaksud 

pada ayat (4) disampaikan sekurang-kuramgnya 10 (sepulub) bari keija 

sebelum tanggal pembabasan dan klarifikasi atas sengketa perpa jak^ 
i 

I dengan dilampiri: 

a. pemtieritabuan daftar basil penelitian keberatan; dan 

b. formulir surat tanggapan basil penelitiim keberatan. 

(6) PemberitEibuan Daftar Hasil Penelitian Kelaeratan sebagaimema dimaksiid 

pada ayat (5) buruf a tidak bersifat final dan bukan merupakan keputusiin 

atas keberatan yang diajukan oleb Wajib Pajak. 

(7) Dalam b8.1 Wajib Pajak tidak memenubi Surat Pemberitabuan Untuk Hac^ir 

sebagaimana dimaksud pada ayat (5): 

a. dibuat berita acara ketidak badiran; dan 

b. proses Keberatan tetap diselesaikan tanpa kebadiran Wajib Pajak. 

(8) Tim Pen5'elesaian Keberatan membuat risalab basil pembabasan, yaijig 

berisikan sekurang-kurangnya: 
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a. hasil pembabasan; 

b. penjelasan Wajib Pajak; 

c. penj elasan Petugas Pemeriksa Pajak 3'£ing menerbitkan surat ketetapiar. 

pajak, penjelasan petugas peneliti yang melakukan peneliti sir, 

kantor/lapangan terbadap pengajuan Keberatan, at£iu penjelasir 

Petugas Pemeriksa Pajak yang melakukan Pemeriksaan dengan tujuar 

lain terbadap pengajuan Keberatan; 

d. simpiulan; dan 

e. usulan pertimbangan keputusan keberatan. 

(9) Tim Penyelesaian Keberatan menyampaikan laporan penyeles£iian keberat^ 

kepada Kepala BK . 

Pasal 88 

(1) Wajib Pajak dapat mencabut pengajuan keberatan yang telali disampaikan 

kepada BK sebelum tanggalditerima Surat ]=*emberitabuan Untuk Hadir ol 

Wajib Pajak. 

(2) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) barjjs 

memenubi persyaratan sebagai berikut: 

a. Satu surat permobonan untuk 1 (satu) surat Keberatan; 

b. diajukan secara tertulis dalam babasa Indonesia; 

c. diajukan kepada Wali Kota melalui Kepala B K ; 

d. dikemukakan alasan yang mendukung pengajuan permobonan; 

e. dilampiri fotokopi surat ketetapan pajak atau bukti pemotongan at^u 

pemungutan oleb pibak ketiga yang diajukan Keberatan; 

f. dilampiri fotokopi identitas Wajib Pajak, dan fotokopi identitas Kua 

WajilD Pajak dalam bal dikuasakan; 

g. surat permobonan ditandatangani oleb Wajib Pajak, dan dalam halj 

surat permobonan ditandatangani oleb bukan Wajib Pajak barus 

dilampiri dengan Surat Kuasa. 

(3) Kepala EIK wajib memberikan jawaban atas permobonan pencabutiui 

pengajua:ri keberatan sebagaimana dimaksiud pada ayat (1) berupa sural 

persetujuan atau surat penolakan dengan memperbitungkan jangka waktu 

penyelesa.ian Keberatan. 

sa 
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Pasal 89 

( l l Kepala BK dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan 

sejak tanggal Surat Keberatan diterima, barus memberi keputusan alas 

Keberatan yang diajukan. 

(2) KeputusEin sebagaimana dimaksud pada £iyat (1) dapat berupa menerim£. 

selurubnya, menerima sebagian, menolak, sitau menambab besamya j u m l i b 

pajak yang terutang. 

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlampaui dan 

keputusan belum diterbitkan, pengajuan Keberatan diangg£ip dikabulkan 
i 

dan diterbitkan keputusan sesuai dengan pengajuan Wajit' Pajak dakm 

jangka waktu 1 (satu) bulan sejak jangk£L waktu sebagaimana dimaksud 

' pada aya : (1) berakbir. 

Pasal 90 

(1) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak £Ltau dikabulkan sebagian, Wajib 

Pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 50% (lima pulub 

persen) dari jumlab pajak berdasarkan Surat Keputusan Keberatanj 

dikurangi dengan pajak yang telab dibayar sebelum mengajukan keberatan 

dan ditagib dengan STPD. 

(2) Dalam b£il Wajib Pajak mengajukan permohonan banding pada pengadihm 

pajak, maka sanksi administrasi berupa denda sebesar 50% (lima pulub 

persen) S ( 5 b a g a i m a n a dimaksud pada ayat (1), tidak dikenakan. 

(3) Wajib Pajak yang mengajukan permobonan banding sebagaimana dimaksijid 

pada ayat (2), terlebib dabulu barus memberitabukan secara tertulis kepacjia 

i Kepala B K dengan dilampiri bukti tanda terima pendaftaran banding dqri 

I Pengadilan Pajak, paling lama 14 (empat belas) bari kerja sejak diterimanVa 

I Surat Keputusan Keberatan. 

(4) Apabila Wajib Pajak tidak menyamjDaikan surat pemberitabuin 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan tanda bukti pendaftaran bandinig, 

atas sanksi administrasi berupa denda s€;besar 50% (lima pulub persejn) 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap ditagib dengan STPD. 

Pasal 91 

Permobonan, persj'aratan, tata cara dan pelhcsanaan Banding dilaksanalqui 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
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Bagian Kesepuluh 

Tata Cara Pembetulan dan Pembatalan 

Surat Ketetapan Pajak dan STPD yang Tidak Benar 

Pasal 92 

( l l Kepala E!K atas permobonan Wajib Pajak atau karena jabatannj'a dapaj; 

membetulkan: 

a. Sura t ketetapan pajak yang meliputi SKPD, SKPDKB, SKPDKBT 

SKPDN, dan SKPDLB; 

b. STPD; 

c. Surat Keputusan Keberatan; 

d. Surat Keputusan Pembetulan; 

e. Surat Keputusan Pembatalan; 

f. Surat Keputusan Pengurangan Pajak; 

g. Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi; atau 

b. SKPIB, 

yang dalam penerbitannya terdapat kesalaban tulis, kesalaban biturlg, 

dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dala.m peratunin 

perundang-undangan perpajakan daerab. 

(2) Ruang lingkup pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 

j a. kesalaban tulis; 

b. kesalaban bitung; dan/atau 

c. kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundanjg-

undangan perpajakan. 

(3) Kesalaban tulis sebagaimana dimaksud jDada ayat (2) buruf a berupa 

kesalaban penulisan nama, alamat, NPWPD, nomor surat ketetapan pajak, 

jenis pajak, Masa Pajak atau Tabun Pajak, tanggal jatub tempo, at£.u 

kesalaban tulis lainnya yang tidak mempengarubi jumlab pajalc terutang. 

(4) Kesalaban bitung sebagaimana dimaksud ptida ayat (2) buruf b meliputi: 

a. kesalaban 3'ang berasal dari penjumlaban dan/atau pengurangan 

dan/atau perkalian dan/atau pembagian suatu bilangan; atau 

b. kesalaban bitung yang diakibatkan oleb adanya penerbitan surkt 

ketetapan pajak, STPD, surat keputusan yang terkait dengan bidang 

perpgijakan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Klembali. 
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(5) Kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peratunin perundang-

undangan perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) l iuruf c berupa 

kekelirujin dalam penerapan tarif atau kekeliruan pemsrapan sanksli 

administrasi. 

Pasal 93 

(1 (1) Permobonan pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 a3'at 

barus mi^menubi persyaratan sebagai berikut: 

a. diajukan dengan surat permobonan secara tertulis dalam babysit 

Indonesia; 

b. satu surat permobonan untuk 1 (satu) surat ketetapan pajak, S T F | D 

atau surat keputusan lain yang terkait dengan bidang perpajakan; 

c. diajukan kepada Wali Kota melalui Kepala B K ; 

d. diajukan dalam jangka waktu 1 (scitu) bulan sejak tanggal sulfa 

ketetapan pajak, STPD, atau surat kefiutusan lain yang terkait dengarj 

bidang perpajakan, kecuali Wajib Pajak dapat menunjukkan babwq 

waklu tersebut tidak dapat dipenubi karena keadaan di luar 

kekuasaannya; 

e. Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan, mengajukan keberatan tetalpi 

tidak dipertimbangkan atau mengajukan keberatg.n kemudiap 

mencabut keberatannya atas surat ketetapan pajak yang dimobonkiin 

pembetulan; 

f. dikemukakan alasan yang mendukung pengajuan permobonan; 

g. dilampiri asli surat ketetapan pajak, STPD, atau surat keputusan la|in 

yang terkait dengan bidang perpajakan yang diajukan pembetulan; 

b. dilampiri dokumen pendukung sebagai berikut: 

1. fotokopi identitas Wajib Pajak, dan fotokopi identitas Kuasa Waj 

Pajak dalam bal dikuasakan; 

2. (dokumen pendukung lainnya yang dapat menunjukkan hahpa 

surat ketetapan pajak, STPD, atau surat keputusan lain yang 

nerkait dengan bidang perpajakan tidak benar; 

i . sural: permobonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam bal 

sural: permobonan ditandatangani oleb bukan Wajib Pajak barps 

dilampiri dengan Surat Kuasa. 

ib 
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(2) Tanggal penerimaan permohonan yang telah dinyatakan lengkap menj4d 

dasar untuk memproses penyelesaian pembetulan. 

(3) Dalam bal permobonan disampaikan melalui pos atau perusabaan jalsa 

ekspedisi atau jasa kurir, tanggal pengirimjin surat dalam bu kti pengirimari 

surat dianggap sebagai tanggal penerimaan sepanjang permobonpr 

dinyatakjm lengkap. 

Pasal 94 

(1) Permobonan pembetulan yang tidak memenubi persyaratan sebagaimaia 

dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1) dianjjgap bukan sebag;ai pengajuan 

permobonan sebingga tidak dapat dipertimbangkan dan kepada Wajib Pajak 

atau Kuasanya diberitabukan secara tertulis disertai alasan yang mendasjiri 

dalam jangka waktu paling lama 20 (dua pulub) bari kerja dibitung sejak 

tanggal permobonan diterima. 

(2) Dalam hal permobonan pembetulan tidak dapat dip>ertimbangkan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajil) Pajak masib dapsit mengajukan 

Pembetulan kembali sepanjang memenuhi jangka waktu sebagaimajia 

dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1) buruf d. 

Pasal 95 

(1) Kepala EiK dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak 

tanggal permobonan diterima, barus memberi keputusan at£is Pembetulan 

yang diajukan. 

(2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: 

a. mengabulkan permobonan Wajib Pajak dengan membetulkan kesalabkn 

atau kekeliruan 3'ang dapatberupa menambabkan, mengurangkan, at^u 

mengbapuskan jumlab pajak yang terutang; atau 

b. menolak permobonan Wajib Pajak. 

(3) Apabila jfmgka waktu sebagaimana dimaksud pada a3'at (1) tisrlampaui dan 

keputusan belum diterbitkan, pengajuan Pembetulan dianggap dikabulkim 

dan diterbitkan keputusan sesuai dengan pengajuan Wajib Pajak dalam 

jangka waktu 1 (satu) bulan sejak jangka waktu sebagaimana dimaksijid 

pada ayat (1) berakbir. 
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Pasal 96 

(1) Kepala BK menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan secara jabatari 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) dalam bal telab diketah.u:. 

oleb BK terdapat ketidak benaran dan belum diajukan permobonlar 

pembetulan oleb Wajib Pajak. 

[2] Dalam bal BK menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan secara jabatkr 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan jumlab paja^ 

yang masib barus dibayar dalam surat ketetapan pajak berubab, Wajib 

Pajak d£ipat mengajukan Keberatan atas surat ketetapan pajak yap 

dibetulkan secara jabatan tersebut. 

(3) Pengajuan Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikkp 

dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga.) bulan sejak t8.nggal dikirjrr 

Surat KeputusanPembetulan. 

Pasal 97 

Pajak yang terutang dalam surat ketetapan pajiak, STPD, atau surat keputusan 

lain yang teikait dengan bidang perpajakan setelab dilakukan pembetulan, 

barus dibayar dalam jangka waiktu paling lambat 1 (satu) bulan sejak diterbitkan 

Surat Keputusan Pembetulan. 

Pasal 98 

(1) Kepala BK atas permobonan Wa,iib Pajak; atau karena jabatannya dapat 

membatalkan: 

a. SKPD yang tidak sebarusnya diterbitkan; 

b. SKPD, SKPDKB, atau SKPDKBT dengan pengbitungan Dadai 

Pengenaan Pajak tidak didasarkan piada fakta atau dokumen ya i g 

sebarusnya menjadi Dasar Pengenaan Pajak; 

c. STPD dengan pengenaan sanksi bunga atau denda yang tid^k 

sebarusnya dikenakan; atau 

d. SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, atau SKPDLB basil Pem<5riksaan yabg 

diterbitkan tanpa penyampaian Surat Pemberitabuan Hapil 

Pemeriksaan (SPHP) atau tanpa Pembiibasan Akbir Hasil P emer iksa^ 

dengan Wajib Pajak. 

(2) Permobonan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) barjrs 

memenubi persyaratan sebagai berikut: 
P E R A N G K A T 

D A E R / I I 



- 54-

a. diajukan dengan surat permohonari secara tertulis dalam bahqssL 

Indonesia; 

b. surat permobonan untuk 1 (satu) sural; ketetapan pajak atau STPD; 

c. diajukan kepada Wali Kota melalui Kepala B K ; 

d. diajukan dalam jangka waktu 1 (s£itu) bulan sejak tanggal sui-ai; 

ketetapan pajak atau STPD, kecuali Wajib Pajak dapat menunjukkar 

bahwa waktu tersebut tidak dapat dipenubi karena keadaan di Iqai' 

kekuasaannya; 

e. Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan, mengajukan keiberatan tetHp 

tidak dipertimbangkan atau mengajukan keberatan kemudiar 

mencabut keberatannya atas surat ketetapan pajak yang dimobonk^ 

pembatalan; 

f. dikemukakan alasan yang mendukung pengajuan permobonan; 

g. dilampiri asli surat ketetapan pajak atau STPD yang d i a j u k ^ 

pembatalan; 

b. dilampiri dokumen pendukung sebagai berikut: 

1. fotokopi identitas Wajib Pajak, dan fotokopi identitas Kuasa Wa_ 

Pajak dalam bal dikuasakan; 

2. dokumen pendukung lainnya yang dapat menunjukkan babijva 

surat ketetapan pajak atau STPD tidak benar; 

i . surat permobonan ditandatangani oleb Wajib Pajak, dan dalam bal 

surat permobonan ditandatangani oleb bukan Wajib Pajak bar i s 

dilampiri dengan Surat Kuasa. 

Tanggal ]Denerimaan permobonan yang telab dinyatakan lengkap menjadi 

dasar untuk memproses penyelesaian pembatalan. 

Dalam bal permobonan disampaikan melalui pos atau perusabaan jasa 

ekspedisi atau jasa kurir, tanggal pengirimgm surat dalam bukti pengiriman 

surat dianggap sebagai tanggal penerimaan sepanjang permobon^ 

dinyatakem lengkap. 

Pasal 99 

Permobonan pembatalan yang tidak memenubi persj'aratan sebagaimana 

ib 

dimaksuci dalam Pasal 98 ayat (2) dianj^ap bukan sebagai pengajuan 

permobonan sebingga tidak dapat dipertimbangkan dan kepad a Wajib Pajak 

atau Kuasanya diberitabukan secara tertulis disertai alasan yjing mendasari 

dalam jangka waktu paling lama 20 (dua ]Dulub) bari kerja dibitung sej^k 

tanggal permobonan diterima. 
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(21 Dalam hal permohonan pembatalan tidak dapat di]Dertimbangkari 

sebagainana dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak masib dapat mengajukar. 

Pembatalan kembali sepanjang memenubi jangka waktu sebagaimatiE. 

dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) buruf d. 

Pasal 100 

(1) Kepala BK dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejaL; 

tanggal fiermobonan diterima, barus memlDeri keputusan atas Pembatalqn 

yang diajukan. 

(2) Keputusg.n sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa mengabulk^ 

atau menolak permobonan Wajib Pajak. 

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlampaui d^n 

keputusan belum diterbitkan, pengajuan pembatalan dianggap dikabul 

dan diterbitkan keputusan sesuai dengan pengajuan Wajib Pajak dal 

jangka waktu 1 (satu) bulan sejak jangka waktu sebagaimima dimaksijii 

pada ayai: (1) berakbir. 

Pasal 101 

Kepala BK menerbitkan Surat Keputusan Pembatalan secara j a b a t ^ 

selDagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) dalam bal telab diketahui oleb 

BK terdapat ketidakbenaran dan belum diajulam permobonan pembatalan ol^b 

Wajib Pajak. 

Bagian Kesebelas; 

Tata Cara Pengurangan Pajak 

Pasal 102 

(1) Wali Kob'i mendelegasikan kewenangannysi kepada kepala BK dalam b[al 

pemberian pengurangan pajak terutang. 

(2) Kepala B K atas permobonan Wajib Pajak dapat memberikan pengurangin 

pajak dengan mempertimbangkan kondisi tertentu Wajib Pfijak yang ada 

bubungannya dengan objek pajak atau berdasarkan kebijakan daerab 

untuk mendukung program strategis Pemerintab Daerab dan/at^u 

Pemerint£ib Pusat. 
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Aturan dan besaran pemberian pengurangan pajak untuk mendukung 

program strategis Pemerintab Daerab dan/atau Pemerintab Puija 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali 

Kota. 

Pasal 103 

Pengurangan pajak dengan mempertimb.angkan kondisi tertentu Wa-iit^ 

Pajak yang ada bubungannya dengan objisk pajak sebagaimana dimaks id 

dalam Pasal 102 ayat (1) dapat diberikan: 

a. sebesar 25% (lima pulub persen) dari pajak yang sebarusnya terutakg 

untuk pengenaan BPHTB atas peroleban bak karena waris atau bibab 

wasiat dari orang pribadi yang mempunyai bubungan keluarga sedarab 

dalam garis keturunan lurus satu dertijat ke atas atau satu derajat Ice 

baw£ib, termasuk suami/istri. 

b. sebesar 2 5 % (lima pulub persen) dari pajak yang sebarusnya terutaig 

untuk Wajib BPHTB orang pribadi atas peroleban bak karena bibab 

dari orang pribadi yang mempunyai bubungan keluarga sedarab dalam 

garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawab; 

c. sebesar 100% (seratus persen) dari pajak yang sebarusnya terutang 

untuk Wajib Pajak baru Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburajn, 

Pajak Penerangan Ja lan non PLN, dan Pajak Parkir. 

Pemberian pengurangan pajak untuk Wi'ajib Pajak baru sebagaimaha 

dimaksud pada ayat (1) buruf c tidak mengbapus kewajiban Wajib P a j ^ 

melaporkan SPTPD. 

Pemberian pengurangan pajak untuk V/ajib Pajak baru sebagaimaha 

dimaksuc pada ayat (1) buruf c diberikan selama 3 (tiga) bulan terbituijig 

dari tanggal penerbitan NPWPD. 

Pasal 104 

Pengajuan pengurangan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ay at 

(1) dilakukan dengan memberikan tanda pada kotak Pengurangan pada 

lembar S55PD BPHTB atau SPTPD. 

Wajib Pajak dapat mengbitung sendiri besarnya pengurangan pajak d ^ 

melakukan pembayaransebesar pengbitungan setelab pengur£ingan pajak. 

Pengbitungan pengurangan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (|2) 

barus dicantumkan dalam SSPD BPHTB atciu SPTPD. 
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Bagian Kedua Belas 

Tata Cara Pengurangan Sanksii Administrasi 

Pasal 105 

Kepala BK atas permohonan Wajib Pajak dapat memberikari pengurangar 

sanksi administrasi berupa denda, bunga, dan kenaikan pajak yang; 

terutang, yang terdapat pada STPD, SKPDKB, atau SKPDKBT dengir 

mempertimbangkan kondisi Wajib Pajak yang berbubungan dengan objek 

pajak atau berdasarkan kebijakan daerab yang ditetapkan oleli Wali Kota. 

Pengurangan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 

dapat diberikan paling tinggi sebesar 50% (lima pulub persen) dari sanl^si 

administrasi yang terdapat pada STPD, SKPDKB, atau SKPDK13T. 

Pasal 106 

Permobonan pengurangan sanksi administrasi sebagaimana dimaksijid 

dalam pasal 105 ayat (1) barus memenubi persyaratan sebagai berikut: 

a . diajukan dengan surat permobonan secara tertulis dalam b a b a ^ 

Indonesia; 

b. satu surat permobonan untuk 1 (satu) STPD, SKPDKB, atau SKPDKB'p; 

c. diajukan kepada Kepala B K ; 

d. diajukan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal STPD, 

SKPDKB, atau SKPDKBT, kecuali Wajib Pajak dapat menunjukkhn 

babwa waktu tersebut tidak dapat dipenubi karena keadaan di luar 

kekuasaannya; 

e. Wajib Pajak tidak mengajukan keberat£in, mengajukan keberatan tetalpi 

tidak dipertimbangkan atau mengajukan keberatan kemudkin 

mencabut keberatannya atas surat ketetapan pajak yang dimobonk^n 

pembetulan; 

f. dikemukakan alasan yang mendukung pengajuan permobonan; 

g. dilampiri fotokopi STPD, SKPDKB, atau SKPDKBT yang d i a j u k ^ 

pengurangan sanksi adminstrasi; 

b. dilampiri dokumen pendukung sebagai berikut: 

1. Ibtokopi identitas Wajib Pajak; 

2. fotokopi identitas Kuasa Wajib Pajak dalam bal dikuasakan; 

3. fotokopi NPWPD; 

4. ibtokopi Nomor Induk Berusaba (NIB). 
PIERANGKAT 
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i. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam l iai 

surat permobonan ditandatangani oleb bukan Wajib Pajak barus 

dilampiri dengan Surat Kuasa. 

(2) Tanggal penerimaan permobonan yang telab dinyatakan lengkap menjad 

dasar untuk memproses penyelesaian Pengurangan Sanksi Administrasi. 

(3; Dalam bal permobonan disampaikan melalui pos atau peimsabaan jas£. 

ekspedisi atau jasa kurir, tanggal pengiriman surat dalam bukti pengiriman 

surat dianggap sebagai tanggal penerimaan sepanjang permobonpn 

dinyatakan lengkap. 

Pasal 107 

(1) Permobonan pengurangan sanksi administrasi yang tidcik memenub 

persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dianggap 

bukan sebagai pengajuan permobonan sebingga tidak dapat 

dipertimtiangkan dan kepada Wajib Pajal: atau Kuasanya diberitabukan 

secara tertulis disertai alasan yang mendasari dalam jangka waktu paliig 

lama 20 (dua pulub) bari kerja dibitung sej8.k tanggal permobonan diterim a. 

(2) Dalam lial permobonan pembetulan tidak dapat dip»ertimbangk^n 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak masib daptit mengajukan 

pengurangan sanksi administrasi kembali sepanjang memenubi jangca 

waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) buruf d. 

Pasal 108 

(1) Kepala E!K dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak 

tanggal permobonan diterima, barus memberi keputusan atas; pengurangjin 

sanksi administrasi yang diajukan. 

(2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa 

mengabulkan, mengabulkan sebagian, at£iu menolak permobonan Wajib 

Pajak. 

(3) Apabila jsmgka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) timlampaui d i n 

keputusan belum diterbitkan, pengajuan pengurangan sanksi administrasi 

j dianggap dikabulkan dan diterbitkan keputusan sesuai dengan pengajujin 

Wajib Pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak jangka waktu 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakbir. 

P I E R A N G K A T 
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Pasal 109 

Kepala BK dapat menambah besaran pengurangan sanksi administrasi 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 a3'at (2) sampai dengan 100% 

(seratus persen) dari jumlab sanksi administrasi yang terdapat pada STFD 

SKPDKB, atau SKPDKBT berdasarkan kebijakan daerab untuk mendukung 

program strategis Pemerintab Daerab dan/iitau Pemerintab Pusat. 

Pemberian pengurangan sanksi administrasi untuk mendukung program 

strategis Pemerintab Daerab dan/atau 1 '̂emerintab Pusat sebagaimaia 

dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ICeputusan Wali Kota. 

BAB V 

TATA CARA PENCEMBALIAN K E L E B [HAN PEMBAYARAlSf 

Bagian Kesatu 

Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Pe;rmobonan Pengemlialian 

Kelebiban Pembayaran 

Wajib Pcijak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebiban 

pembayaran pajak dalam bal: 

a. terda pat pemba3'aran pajak 3'ang sebarusnya tidak terutang; atau 

b. terdapat jumlab pajak yang dibayar lebib besar daripada jumlab pajjik 

yang terutang. 

Permobonan pengembalian kelebiban pembayaran pajak sebagaimana 

dimaksuc. pada ayat (1) diajukan dengan pei'syaratan sebagai berikut: 

a. diajukan dengan surat permobonan secara tertulis kep£ida Wali Kota 

melalui kepala BK; 

b. dikemukakan alasan yang mendukung pengajuan permobonan; 

c. dilampiri asli SSPD 3'ang telab divalidasi; 

d. men3'ertakan nomor rekening bank atas; nama Wajib Pajah:; 

e. dalam bal Wajib Pajak mengbendgiki dilakukannya kompensasi, 

disertakan data utang pajak dan/atau pajak yang akan terutang atas 

nam£i Wajib Pajak; 

Pasal 110 
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f. dilampiri dokumen pendukung sebagai berikut: 

1. fotokopi identitas Wajib Pajak, dan fotokopi identitas Kuasa Wajib 

Pajak dalam bal dikuasakan; 

2. fotokopi surat ketetapan pajak, STPD, atau surat keputusan iHin 

yang terkait dengan bidang perpajakan, yang terkait dengar 

kelebiban pembayaran pajak; 

g. surat permobonan ditandatangani oleb Wajib Pajak, dan dalam b a 

surat permobonan ditanda tangani oleb bukan Wajib Pajak barns 

dilampiri dengan Surat Kuasa. 

(3) Tanggal penerimaan permobonan yang telab dinyatakan lengkap menjadi 

dasar uniiuk memproses penyelesaian pembetulan. 

(4) Dalam bal permobonan disampaikan melalui pos atau peimsabaan jasa 

ekspedisi atau jasa kurir, tanggal pengirimem surat dalam bulcti pengirimiin 

surat dianggap sebagai tanggal penerimaan sepanjang permobon^ 

dinyatakcm lengkap. 

Pasal 111 

(1) Permobonan pengembalian kelebiban pembayaran pajak yang tidak 

memenubii persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (2) 

dianggap bukan sebagai pengajuan permobonan sebingga tidak dapat 

dipertimbangkan dan kepada Wajib Pajak atau Kuasanya diberitabukiin 

secara tertulis disertai alasan yang mendasari dalam jangka waktu paling 

lama 20 (dua pulub) bari kerja dibitung sejak tanggal permobonan diterimfi. 

(2) Dalam b£il permobonan pengembalian kelebiban pembaj'ara:! pajak tidiik 

dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajjik 

j masib da]Dat mengajukan permobonan pengembalian kelebiban pembayar£n 

pajak kembali sepanjang memenubi mememubi persyaratan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 110 ayat (2). 

j 
P a s a l l l 2 

(1) Terbadap permobonan pengem.balian kelebiban pem.baj'aran paj£k 

sebagaimema dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1), barus dilakukan 

Pemeriksaan. 

(2) Kepala BK dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulajn 

sejak tariggal permobonan diterima, barus memberi keputusan atiis 

pengembalian kelebiban pembayaran pajak 3'ang diajukan. 

PERANGKAT KABAG ^p^r iA 
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(3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupai penerbitan 

a. SKKPP apabila jumlab pajak yang dibayar ternyata lebib besar djcLrti 

jumlab pajak terutang; 

b. SPb apabila jumlab pajak yang dibayar sama dengan jumlab pa j^ : 

terutang; 

c. SKPiDKB apabila jumlab pajak yang ditiayar ternyata kuremg dari 

jumlab pajak terutang. 

(41 Apabila jangka waktu sebagaimana dimaks.ud pada ayat (2) terlampaui dkr 

keputusan belum diterbitkan, pengajuan pengembaliein kelebibir 

pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan diterbitkan SKKPP sesi ia 

dengan pengajuan Wajib Pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejafc; 

jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakbir. 

Pasal 113 
I 

Berdasarkan SKPDLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42ayat (1), Kepala BK 

menerbitkan SKKPP. 

j 
I 

P a s a l l l 4 

(1) Berdasarkan SKKPP yang telab diterbitkan, Kepala BK membuat usulan 

penganggaran belanja pengembalian kelebiban pembayaran pajak untuk 

dimasuklmn dalam APBD Perubaban tabun anggaran berjalan atau AP^D 

tabun anggaran berikutnya. 

(2) Usulan penganggaran belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (]1) 

dilampiri: 

a. reka]3itulasi pengembalian kelebiban pembayaranpajak yang diusulkaji; 

b. salinan SKKPP. 

Pasal 115 

(1) B K menerbitkan SPM dan menyampaikannya ke SKPKD deng£in dilengkapi: 

a. SKPDLB atau surat permobonan peng(;mbalian kelebiban pembayar^ 

pajak dari Wajib Pajak; 

b. nomor rekening bank atas nama Wajib Pajak; 

c. dokumen basil penelitian dan pemeriksaan, besertaselurub persyarat^^ 

permobonan pengembalian kelebiban pismbayaran pajak; dan 

d. SKKPP. 
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(2) Penerbitan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling la na 

3 (tiga) bulan sejak tanggal penetapan AF'BD atau APBD Perubaban ya[n 

menjadi dasar penerbitan SPM. 

(3) Jangka waktu sebagaimana dimaksud padei ayat (2) barus memperbitungl^ 

waktu berakbimya tabun anggaran. 

Pasal 116 

(1) Berdasarkan SPM dan kelengkapan persyaratan permobonan restitusi dari 

BK, PPICD memproses pencairan restitusi pengembalum kelebibqn 

pem.baj'aran pajak dengan menerbitkan SP2D. 

(2j Penerbitcin SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaJcukan palijn^ 

j lama 3 (tiga) bulan sejak diterimanya SPM. 

(3) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2)barus mernperbitungkpr 

waktu berakbimya tabunanggaran. 

Pasal 117 
I 
Diilam bal pengembalian kelebiban pembay£iran pajak diselesaikan dengkn 

kompensasi untuk utang pajak dan/atau pajak yang akan terutang atas narpa 

Wajib Pajak, Kepala BK melakukan pemindab bukuan. 

Bagian Kedua 

Tata Cara Pemberian Imbalan Bunga 

I P a s a l l l S 

Imbalan bunga diberikan kepada Wajib Pajak dalam bal terdapat: 

a. keterlambatan penerbitan SKKPP melebilii jangka waktu sebagaimaijia 

dimaksud dalam Pasal 112 ayat (2); 

b. keterlambatan penerbitan SPM melebibi jangka waktu sebagaimaijia 

dimaksuci dalam Pasal 115 ayat (2); 

c. keterlaml:)atan penerbitan SP2D melebibi jangka waktu sebagaimaijia 

dimaksud dalam Pasal 116 ayat (2); 

d. kelebiban pembayaran pajak karena pengajuan keberatan atau permobor^ui 

banding ciikabulkan sebagian atau selurubnya; atau 

e. kelebiban pembayaran sanksi administrasi karena pengjrangan atku 

pengbapusan sebagai akibat diterbitkan surat keputusan k(;beratan atfiu 

putusan banding. 
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Pasal 119 

( l l Imbalan bunga atas keterlambatan penerbitan SKKPP sebagaimajnEi 

dimaksud dalam Pasal 118 buruf a, dibitung sebesar 2% (dua persen) sebul in 

dengan masa imbalan bunga dibitung sejak berakbimya jangka waktu 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (2) sampai dengan sjiat 

diterbitkfinnya SKKPP, dengan dasar pengbitungan imbsJan bunganyg. 

adalab jumlab kelebibanpembayaran pajak 3'£ing tercantum dalam SKKPP. 

(2) Imbalan bunga atas keterlambatan penerbitan SPM sebagaimana dimaksiid 

dalam Pasal 118 buruf b, dibitung sebesar 2% (dua persen) sebulan dengan 

masa imb alan bunga dibitung sejak berakbimya jangka waktu sebagaima i a 

dimaksud dalam Pasal 115 ayat (2) sampai dengan saat diterbitkannya SPM, 

dengan dasar pengbitungan imbalan bunganya adalab jumlab kelebib-tr 

pembayaj-an pajak yang tercantum dalam SPIM. 

(3) Imbalan hunga atas keterlambatan penerbii:an SP2D sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 118 bumf c, dibitung sebesar 2% (dua persen) sebulan dengan 

masa imbalan bunga dibitung sejak berakbimya jangka waktu sebagaima ia. 

dimaksud dalam Pasal 116 ayat (2) sampaidengan saat diterbitkannya SP2D, 

dengan dasar pengbitungan imbalan bunganya adalab jumlab kelebiban 

pembayaran pajakyang tercantum dalam SP2D. 

(4) Imbalan bunga atas kelebiban pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

118 buruf d, dibitung sebesar 2 % (dua persen) sebulan untuk paling l ana 

24 (dua pulub empat) bulan sejak tanggal pembayaran yang menyebabkan 

kelebiban pembayaran pajak sampai dengan diterbitlcannya sural 

keputusan keberatan atau putusan banding, dengan dasar pengbitungan 

imbalan bunganya adalab jumlab kelebiban pembayaran pajak sebagian 

atau selurubnya sebagaimana basil surat keputusan keberatan atau 

putusan handing. 

(5) Imbalan bunga atas kelebiban pembayaran sanksi administr£.si 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 buruf e, dibitung sebesar 2% (dua 

persen) siebulan untuk paling lama 24 (dua pulub empat) bulan sejak 

tanggal ]Dembayaran yang menyebabkan kelebiban pemb£iyaran sanksi 

administrasi sampai denganditerbitkannya surat keputusan keberatan abiu 

putusan banding, dengan dasar pengbitungan imbalan bunganya adalab 

jumlab kislebiban pembayaran sanksi administrasi sebagaimana basil surjat 

keputusan keberatan atau putusan banding. 

(6) Masa imbalan bunga dibitung berdasarkan satuan bulan dan bagian d ^ 

bulan dibitung penub 1 (satu) bulan. 
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Pasal 120 

(1) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (1), aya 

(2), ayat (3), ayat (4), dan aj'at (5) diberikan kepada Wajib Pajak oleb pi 

dengan pienerbitan SKPIB. 

(2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperbitungkan dengjan 

utang pajak. 

BAB VI 

TATA CARA PENCHAPUSAN PIUTANC PAJAK 

Bagian Kesatu 

Ruang Lingkup Pengbapusan piutang pajak 

Pasal 121 

(1) Ruang Lingkup pengbapusan piutang pajak daerab melipuli semua jeijiis 

piutang pajak yang menjadi kewenangan Pemerintab Daerab. 

(2) Piutang Pajak sebagaimana dimaksud pada aj'at (1) meliputi kewajibkn 

pokok pajak, bunga dan/atau denda administratif yang tertu.nggak samjjta 

dengan tanggal terakbir perbitungan pembebanan butang yang t e l ^ 

tercantum dalam: 

a. SPPT'; 

b. SKPD; 

c. SKPDKB; 

d. SKPDKBT; 

e. STPD; dan 

f. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan 

Putusan Banding 

Bagian Kedua 

Syarat Pengbapusan Piutang Pajak 

Pasal 122 

(1) Piutang F'ajak dapat dibapuskan apabila bak untuk melakuFian penag ib^ 

sudab kedaluwarsa tanpa mengbilangkan bak membayarnya. 
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(2) Hak untuk melakukan penagihan pajal: menjadi kedaluwarsa setelah 

melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajjik 

kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang Perpajakar 

Daerab. 

Pasal 123 

(1) Piutang Pajak dapat dibapuskan walaupun bak untuk melakukin 

penagiban belum kedaluwarsa j i ka piutang pajak tersebut tidak dapat 

dan/atau tidak mungkin ditagib lagi 

(2) Piutang pajak tidak dapat dan/atau tidak mungkin ditagib lagi sebagaimaia 

dimaksuci pada ayat (1) dikarenakan bal-bal sebagai berikut. 

a. Wajib Pajak / Penanggung Pajak meninggal dunia dengan tidiik 

meninggalkan barta warisan dan tidak mempunyai abli wfiris; 

b. Wajib Pajak tidak mempunyai barta kekaj'aan lagi 3'ang dibuktikjin 

dengan Surat Keputusan dari Pengadilan atau instansi terkait; 

c. Wajib Pajak Penanggung Pajak dinyatakan pailit berdasarkan putusjm 

pengjidilan, dan dari basil penjualan barta tidak meni/ukupi untqk, 

melunasi utang pajaknya; 

d. Wajib Pajak menjalani bukuman atas ti:ndak pidana yang dilakukannyja 

dan telab memiliki ketetapan bukum dari instansi yang berwenang; 

e. Wajib Pajak terkena bencana alam 3'ang tidak dapat dibinddri 

berdcLsarkan kejadian nyata dan diperkuat dengan pemyataan dani 

instansi yang berwenang; 

f. Dokumen untuk melakukan penagiban pajak tidak ditemufein 

dikarenakan force majeure; 

g. Hak Daerab untuk melakukaan ptenagiban pajak tidak dapat 

dilaksanakan karena kondisi tertentu sebubungan dengan adanya 

perubaban kebijalcan dan/atau berdasarkan pertimliangan 3'ang 

ditetg.pkan Wali Kota; 

b. Wajiti Pajak / Penanggung Pajak tidak dapat ditemukan lagi karena 

pinds.b alamat dan tidak mungkin ditemukan lagi dan/at£.u 

meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya; dan 

i . Usaba Wajib Pajak bubar, likwidasi, atau pailit dan pengurus, direksi, 

komisaris, pemegang sabam, pemilik modal atau pib.ak: Iain yang 

dibebani untuk melakukan pemberesan atau likuidator atau kurator 

tidak dapat ditemukan. 

P I C R A N G K A T 
D A E / A H 

K A B A G 
H U K U M 

A S i a f E N S E K D A 

/ \ )( 1 



- 6 6 -

Bagian Ketiga 

Penatausahaan Piutang Pajak 

Pasal 124 

(Ij Piutang Pajak yang akan dihapus merupakan piutang pajak yang tel^h 

dibukukg.n sebagai piutang pajak daerab. 

(2) Pengbapusan Piutang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) daHa 

dilaksanakan setelab dilaksanakannya penagiban pajak daenib secara akti 

kepada wajib pajak berdasarkan ketentuan perpajakan daerab yang berlaku. 

(3) Maksimal penagiban aktif yang dapat dilaksanakan yaitu dengan 

menyampaikan salinan surat paksa kepada pengurus, direksi, likwidator, 

kurator, pengadilan negeri, pengadilan niaga, baik secara langsung maupun 

dengan menempelkan pada papan pengumuman atau media massa. 

(4) Piutang Pajak daerab yang tidak dapat dan/atau tidak mungkin ditagib ihgi 

akan tetapi belum kedaluwarsa sebagaimana dimaksud dala.m Pasal 123, 

terlebib dabulu dimasukan ke dalam Buku Daftar Cadangan Pengbapusan 

Piutang Pajak. 

(5) Piutang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dilakukan lajgi 

tindakan penagiban. 

Bagian Keempat 

Keivenangan 

Pasal 125 
I 

(1) Wali Kota dapat mengbapuskan piutang pajak daerab dikarenakan tid 

bisa ditagib dan/atau sudab kedaluwarsa. 

(2) Pengbapusan Piutang Pajak dilakukan oleb: 

a. Wali Kota untuk jumlab sampai dengan Rp. 5.000.000.000,00 (lin|a 

miliyar rupiab); dan 

1 b. Wali Kota dengan persetujuan Dewan B^rwakilan Rakyat Daerab untijk 

jumlab lebib dari Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliyar rupiah). 

(3) Piutang Piijak Daerab yang akan dibapus sebagaimana dimaksiud pada ay^t 

(1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota. 

P E I R A N G K A T 
D A E 

I N G K A T K A B A G 
E R / H H U K U M 

/kSISTEN S E K D A 



- 6 7 -

Bagian Ke Lima. 

Tata Cara Penghapusan Piutang 

Pasal126 

(1) Setiap akhir tahun anggaran, Kepala Eladan membuat daftar u s u l ^ i 

pengbapusan piutang pajak daerab. 

(2) Daftar usulan pengbapusan piutang pajak ciaerab sekurang-kurangnya 

memuat: 

a. Nama dan alamat Wajib Pajak atau Penanggung Pajak; 

b. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerab atau Nomor Objek Pajak; 

c. Nomor dan tanggal SPPT/ STPD / SKPD / SKPDKB/ SKPDKBT/ S u j a 

Keputusan Pembetulan / Surat Ke]Dutusan Keberatan / Putusan 

Banding; 

d. Jenis Pajak Daerab; 

e. MassL Pajak atau Tabun Pajak; 

f. Jumlab piutang pajak yang akan dibapus; 

g. Tindakan penan.giban yang pemab dilakukan; 

b. Alas£in pengbapusan piutang pajak; dan 

i . Keterangan basil penelitian adininistrasi dan penelitian lajDangan. 

(3) Tata cara pengbapusan piutang ditetapkan dengan Keputusan Kepala B K 

dalam bentuk SOP 

Pasal 127 

(1) Berdasarlcan daftar usulan pengbapusan piutang pajak daerab sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 126, Kepala Badan/Dinas mengajukan permobomm 

Pengbapusan Piutang Pajak Daerab dengan disertai pertimbangan kepajda 

Wali Kota. 

(2) Terbadap piutang pajak daerab yang dibapuskan dengan jumlab samplai 

dengan Rp. 5.000.000.000,- (lima miliyar rupiab) ditetapkan dengim 

Keputusan Wali Kota. 

(3) Terbadap piutang pajak daerab yang dibapuskan dengan jumlab diatks 

Rp. 5.000.000.000,- (lima miliyar rupiab) ditetapkan dengan Ksputusan Wali 

Kota setelab mendapat persetujuan dari Dev.'an Penvakilan Ralq'at Daerab 
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BAB VI 

KETENTUAN LAIN-LMN 

Bagian Kesatu 

Tata Cara Pelaporan Pembuatan Akta dan Risalab Lelang Peroleban H ak atas Tan^b 

dan/atau Bangunan 

Pasal 128 

(1) Pejabat F'embuat Akta Tanab/Notaris dan Kepala Kantor yang membidang 

pelayanan lelang negara dalam pembuiitan akta atau risalab le laig 

peroleban bak atas tanab dan/atau bangunan membuat laporan b u l a n ^ 

yang ditujukan kepada Wali Kota melalui Kepala B K . 

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi semua perbuatkn 

bukum mengenai pembuatan akta atau risalab lelang 

peroleban/pengaliban/pembebanan bak atsis tanab dan/atau bangunan. 

(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayai: (1) disampaikan paling lampat 

pada tanggal 10 (sepulub) bulan berikutnya. 

(4) Dalam had tidak ada akta atau risalab lelang yang dibuat, Pejabat Pembulat 

Akta Tanab/Notaris dan Kepala Kantor yang membidangi pelayanan lelaig 

negara tetap membuat dan menyampaikan laporan dengan keterangan nib|il. 

Pasal 129 

(1) B K melakukan pemantauan dan penelitian mengena:: kebenaran, 

kelengkapan, isi , dan tertib penyampaian kiporan bulanan pembuatan ak|ta| 

atau risalab lelang peroleban bak atas tanali dan/atau bangunan. 

(2) Dalam bal laporan tidak disampaikan sesuai jangka waktu sebagaimaha 

dimaksuc. pada ayat (1), Kepala BK memberikan surat teguran kepada 

Pejabat Pembuat Akta Tanab/Notaris dan Kepala Kantor yang membidangi 

pelayanan lelang negara. 

(3) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan juga sebagai 

surat tagiban atas sanksi administratif berupa denda sebesar Rp250.000,(j)0 

(dua ratus lima pulub ribu rupiab) untuk setiap laporan. 
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(4) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3 

dibayar melalui bendabara penerimaan BK paling lambat 10 (sepulub) bari 

sejak tanggal diterbitkan Surat Teguran. 

Bagian Kedua 

Proses Kerja dan Contob Formulir/Dokumen yang Digunalcan 

Pasal 130 

(1) Proses k«;rja dan bagan alur tata cara pijmungutan pajak daerab diatur 

dalam Standar Operasional Prosedur yang di tetapkan oleb kepala BK. 

(2) Bentuk, isi, dan tata cara pengisian formulir dan contob dokumen yahg 

digunakan dalam tata cara pemungutan pajak daerab ditetapkan dengan 

keputusan kepala BK. 

B-AB VII 

KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 131 

(1) Dalam bal secara teknis Sistem Informasi Administrasi Perpajakan Daerab 

belum sesuai dengan tata cara pemungutan pajak daerab berdasarkan 

Peraturan Wali Kota ini, maka pelaksanaan pemungutan pajak daerab tetap 

dilakukan berdasarkan Peraturan Wali Kota ini tanpa menggunakan Sistejm 

Informasi Administrasi Perpajakan Daerab. 

(2) Ketentuan sebagaiman dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 

(dua) tabun sejak Peratarun Wali Kota ini di undangkan. 

BAB VII 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 132 

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan. 
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Ag;ar setiap orang mengetahuinya, memerintahkim pengundangan peraturan 

Kota ini denggji penempatanya dalam Berita Daerah Kota Gorontalo 
Wali 

Ditetapkan di Goror talo 

i pada tanggal 2 1 « «pt • « T i 3 r 2 0 2 

J W / L L I KOTA GORONTALO, I 

MARTEN A. TAH.^. 

Diundangkan di Gorontalo 

pada tanggal 21 l « ? t « m T i e r 2021 

S E : K R E T A R I S D A E R A H K O T A G O R O N T A L O , 

I S M . ^ L M A D J I D 

B E R I T A D A E F J A H K O T A G O R O N T A L O T A H U N 2021 N O M O R 2« 

PERANGKAT ' KAB.AG ' . ^ j ^ ^ , ^ ^ ' 
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